BUPATI SINTANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
FERATURAN BUPATI SINTANG

NOMORLTAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGOARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan

Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan
kemasvarakatan di Kabupaten Sintang serta tercapainya
tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam
pelaksanaan tugas kedinasan baik di dalam dacrah
maupun ke luar daerah, maka dipandang periu
mengatur standar biaya perjalanan dinas;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu mcnetapkan Peraturan
Bupati Sintang tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas
Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun [959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nemor 2 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat [1 Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1939
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nemor 1 Tahumn 1974 tentang

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019) Sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2019
Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuvangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Ef‘puhli.k Indonesia Momaor 4235;;

« Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355}

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil MNegara (Lembarsn Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomer 6, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 5494

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daersh (Lembaran Negara Republik
Indenesia Taliun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemhbaran
Negara Republik Indonesia Nomor S587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomer 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nemor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

herja (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 657 3);

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3050):

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Hepala Daersh Dan Wakil Kepala
Dacrah {Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indanesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2010 Nemor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165];

Peraturan Pemernintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan ..
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Feraturan Pemerintah Nomoer 18 Tahun 2017 lentang
Hak Keuangan dan Administratifl Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomear 60571

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 lentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322];

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 33 Tahun
<4020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57):

Peraturan Menteri Dalamn Negeri Momer 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor BTE);

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor & Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor
&)

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun
2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Dacrah Habupaten Sintang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun
2017 tentang Hak keuwangan dan Administratf
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah

Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2017 Namor 5 )

MEMUTUSHAN ...



MEMUTLUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPAT] TENTANG STANDAR BIAYA
FERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN  SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
FENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SINTANG TAHUN ANGGARAN 2021,

EBAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati inl vang dimaksud dengan ;
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara  pemerintabhan  dacrah  vang
mrmimpin pelaksanaan urusan pemerintehan yvang
menjacl kewenangan dacrah otonom

3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang,
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang,

2. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara pada Pemerintah
Kabupaten Sintang vaitu Bupati Sintang dan Wakil
Bupati Sintang.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPED adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sintang.

7. Pimpman DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua
DPRD Kabupaten Sintang,

8. Anggota DPRD adalah mereka vang diresmikan
keanggotaannya scbagai anggota DPRD dan  telah
mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

9. Perangkat Daerah adalash unsur pembantu Kepala
Daerah dan DPRD dalam penvelenggaraan Urusan
Pemenntahan yvang menjadi kewenangan Daerah.

10. Sekretariat Daerah adalahh unsur pembantu pimpinan
Pemerintah Daerah.

11. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD.

12 Dinas ...
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Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah
Daerah.

Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas
lertentu vang karena sifatnva tidak tercakup oleh
Sckretariat Daerah Dan Dinas Daerah.

Umit Pelaksana Teknis adalah wunsur pelaksana
operasional Dinas/Lembaga Teknis Dasrah.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai
perangkat Daerah Kabupaten.

Relurshan adalah Wilavah Lurah sebagai perangleat
Kecamatan.

Desa adalah kesatuan tasyvarakat hukum vang
memiliki batas-batas wilayah yvang berwenang untuk
mengatur  dan  mengurus kepentingan masvarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat
sctempat vang diakui dan dihormati dalam  sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural,
Jabatan Pimpinan Tinpgi Pratama adalah Jabatan

setara Eselon [ pada instansi Pemerintah Kabupaten
Bintang.

. Jabatan Administrator adalah Jabatan setera Eselon 1]

pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.,

Jabatan Pengawas adalah Jabatan setara Eselon [V
pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan vang
berisl fungsi dan tugss berkaitan dengan pelavanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu,

Jabatan Pelaksana adalah sekelompek jabatan wvang
berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayvanan
publik  serta  administrasi pemerintahan  dan
pembangunan.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan

tertulis yvang dibentuk nleh Lembaga Negars atauo
pejabal yang berwenang dan mengikat secara umum,

25, Pengundangan ...
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Pengundangan adalah  penempatan Peraturan
Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan

Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah
Atau Berita Dacrah.

Pejabat Daeral adalah Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Sintang.

Aparatur Sipil Negara vang sclanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawal negeri sipil dan pegawal
pemerintah dengan perjanjian kerja vang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara vang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalsh pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
sualu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pegawai Neger: Bipil vang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkal sebagai pegawai ASN secara tetap
oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Pegawar Pemerintah dengan Perjanjian Kerja vang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia wvang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanaksn tugas
pemerintahan.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
CPNS adalah PNS yang baru lulus tes seleksi PNS dan

belum diangkat sebagai PNS oleh pejabat Pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Ajudan adalah ajudan Bupati SBintang, Wakil Bupati
Sintang dan ketua DPFRD kabupaten Sintang.

Pegawan Tidak Tetap adalah seseorang yang diangkat
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain
dalam Pemerintahan untuk janghka waktu tertentu gunsa
melaksanakan tugas vang mendukung pemerintahan
dan pembangunan vang bersifat teknis profesional
maupun administrasi seésual dengan  Kriteria vang
dibutuhkan oleh Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sintang.

34. Pihak ...



34,

3a.

S,

a37.

38,

e

40,

2 8

432,

43.

44,

Fihak lainnya adalah Tokoh Masvarakat, Tokch Agama,
Pelajar, Tamu dari luar Kabupaten Sintang dan pihak
lain wang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten
Sintang  dalam penyelenggaraan Pemerintahan,
Pemmbangunan dan pelavanan kemasyarakatan di
kabupaten Sintang.

Pejabat  Yang berwenang adalsh Bupati/Ketua
DPRD/PA/KPA sesuai kewenangannyva atau Pejabat
vang diberi wewenang olch PA/KPA di lingkungan
Satuan Kerja Perangkal Daerah.

Satuan  Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyva
dismpgkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selalos pengguna
anggaran/pengguna barang,

Pengguna Anggaran vang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
SKPD vang dipimpinnya.

Ruasa Pengguna Anggaran yvang selanjutnve disingkat
hPA adalah pejabat yang diberi kuasa unmk
melaksanakan  sebagisn  kewenangan —pengzuna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan
ungsa SKPD

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar dar
tempat kedudukan ke tempat tyjuan dalam rangka
melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan baik ke dalam
maupun ke luar daerah dalam wilayah Negara Republik
Indonesia atas perintah pejabat yang berwenang dengan
akuntabilitas penggunasn dana perjalanan dinas,

Standar Biaya Perjalanan Dinas adalah standar biayva
dalam rangks melaksanakan perjalanan dinas yang
ditetapkan oleh Bupati Smtang dalam rangka
penyusunan dan  pelaksanasan APBD  Kabupaten
Sinrang.

Perbijtungan Rampung adalah perhitungan biaya
perjalanan dinas yang dihitung sesuai dengan
kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yvang berlaku,

Biaya Riul atau at cost adalah biayva yvang dikeluarkan
sesual dengan bukt pengeluaran vang sah.

Lumsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung
terlebih dahulu dan dibayarkan sckaligus.

Tempat kedudukan adalah lokasi kantor /satuan kerja.

43. Tempat ..
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Te-lmpat Tujuan adalah tempat/Kota wvang menjadi
fuuan perjalanan dinas.

Tempat Twuan Pindah adalah tempat/kots tujuan
pindals.

Kota Kecamatan adalah ibu kota dan masing-masing
kecamatan di wilayah Kabupaten Sintang sebagaimana
vang ftelah ditetapkan  berdasarkan ketentuan
perundang-undangan vang berlaku.

Provinsi adalah Provins: Kalimantan Barart,

Detasering adalah penempatan pegawal untuk bertugas
di suatu lempat dalam jangka waktu tertentua.

. Surat Perintah Tugas vang selanjutnva disingkat SPT

adelah naskah dinas dari atasan vang ditujukan kepada
bawahan vang berisi perintah untuk melaksanakan
pekerjaan sesual dengan tugas dan fungsinva vang
selanjuinya menjadi dasar dalam membuat  Surat
Perjalanan Dinas.

Burat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Pelaksana Harian Kepala SKPD sebagai alat
pemberitahuan yang ditujukan kepada Pejabat Negara,
Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil dan
Tenaga Kontrak untuk melaksanakan perjalanan dinas
serta permnberian fasilitas perjalanan dan pembiavaan.

Wilayah Jabatan adalah Wilayah Kerja dalam
menjalankan tugas,

Biayva Bapasi adalah biava barang bawaan penumpang
vang diserahkan oleh penumpang kepada penganglout
untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama
dalam melakukan perjalanan dinas.

BAB [1
RUANG LINGREUP

Pasal 2

{1] Peraturan Bupau Lrd FETEa T mengenal pelakeanaan  dan
pertanggungiawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pejabat Daerah, Pegawal ABN, Pegawal Tidak Tetap dan Pihak Lainnya
vang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

{2) Perjalanan Dinas schagaimana dimaksud pada avat (1) melipati:
a, Perjalanan Dinas Jabatan;
b. Perjalanan Dinas Paket Meetmg,;

¢. Perjalanan ...



c. Perjalanan Dinas Pindah; dan
d. Perjalanan Dinas Lainnya.

BAB 111
PRINEIP

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip
sebagai berilout ;

d.

b.
Q.
d

(L

(2)

seleketif, vaitu hanva untuk kepentingan vang sangat tinggi dan prioritas
berkaitan dengan penvelenggaraan Pemerintahan Dacrah;

efisiensi penggunaan belanja dacrah;

ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan
pembebanan serta pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.

BAE IV
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat {2)
huru! a merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat
yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula,

Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada avat (1),

termasuk perjalanan yang dilakuksn dalam hal :

4. detasering di luar tempat kedudukan;

b. ditugaskan untuk menempuh  jian dinas/ujian jabatan yang
dilakukan di luar tempat kedudukan:

¢. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesahatan Pejabat Negara,
Pejabat Lainnya Yang Setara, dan Pegawai ASN atau menghadap
seorang dokter penguji keschatan vang ditunjuk vang berada di luar
Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan Surat Keterangan Dokter
tentang kesehatannyva guna kepentingan Jabatan;

d. untuk mendapatkan pengobatan di laar Tempat Kedudukan
berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pejabat Negara,
Pejabat Daerah dan Pegawai ASN:

e. harus mempercleh pengobatan di  luar Tempat Kedudukan,
berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cidera pada
waktu/karena melakukan tupgas;

[. ditugaskan mengikuti Pendidikan Dinas di luar Tempat Kedudukan,
dan menjemput/mengantarkan ke tempat pemalkaman jenazah
Pejabat Negara, Pejabat Daersh dan Pegawai ASN vang meninggal
dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

Pazal 5 ...
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Pasal 5

Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pegawai ASN vang akan
melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat SPT dari
pejabat vang berwenang,

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada avat (1} adalah

Atasan dan Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pegawa: ASN vang akan
melaksanakan perjalanan dinas.

Dalam hal Pejabat Negara dan Ketua DPRD melaksanakan perjalanan

dinas ke dalam daerah, SPT ditandatangani oleh Pejabat Negara dan Ketua
DPRD,

Dalam hal Pejabar Daerah dan Pe gawal ASN melaksanakan perjalanan
dinas ke dalam daerah, SPT ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Dalam hal Pimpinan Tinggi Pratama,/ PA diluar Kantor Kecamatan dan UPT
melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daecrah, SPT ditandatangani oleh
atasan langsung pclaksana perjalanan dinas.

Dalam hal PA di Kantor Kecamatan dan Kepala UPT melaksanakan
perjalanan dinas ke dalam daersh, SPT ditandatangani oleh dirinya atas
nama pejabat tertinggl pada tempat kedudukan pejabat bersanglkutan.

Dalam hal Pimpinan Tinggl Pratama/PA melaksanakan perjalanan dinas
ke luar daerah, S8PT ditandatangani oleh Pejabat Negara.

Dalam hal Pejabat Nepgara sedang melaksanakan tugas, maka SPT
pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
ditandatangani eleh atasan langsung pelaksana perjalanan dinas,

Dalam hal Lurah melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah, maka

SPT ditandatangani oleh Lurah, dan dalam hal Lurah melaksanakan
perjalanan dinas keluar daerah kabupaten, SPT ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang di kantor kecamatan

Dalam hal pelaksana haran PA akan melaksanakan perjalanan dinas,

maka penerbitan SPT memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. perjalanan dinas vang dilaksanakan bersifat undangan kegiatan vang
wajib dihadiri dan bukan bersifat konsultasi biasa:

b.  apabila perjalanan dinas dalam rangka konsultasi bersifat mendesak,

maka wajib mengajukan telashan stafl atauw nota pertimbangan

kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan;

telaahan swf atau nota pertdmbangan vang  telah  disetujui

sebagaimana diumnaksud pada huruf b menjadi dasar dalam penerbitan

SPT yang ditandatangan: oleh Sekretaris Daerah;

d. khusus bagr pelaksana harian Sekretzrize Daerah, telaahan staf atau
nota pertimbangan diajukan kepada Pejabat Negara untuk mendapat
persetujuan sebagai dasar penerbitan SPT.

¥

Dalami hal Pegawal AEN melaksanakan Perjalanan Dinas vang dibia}'a.'}
oleh SKPD lain, maka SPT ditandatangani oleh pejabat vang berwenang di
tempat Pegawai vang bersangkutan bertugas.

(12) Untuk ...
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Untuk perjalanan dinas dalam rangka membawa rombongan pada
kegiatan pameran, kaji terap, studi banding dan/atau kegiatan lainnya
vang melibatkan SKPD lain, S3PT ditandatangani oleh Pejabat Negara atau
Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang,

Contoh Formatl SPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIl vang
merupakan bagian tdak terpisabikan dari Peraturan Bupati ini.

Khusus untuk perjalanan dinas mengikuti Bimbingan Teknis keluar
dacrah, Pelaksana Perjalanan Dinas terlebih dahulu mengajukan surat
permohonan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang yang untuk sclanjutnya
menjadi dasar dalam penerbitan SPT vang ditandatangani oleh Sekretaris
Dacrah Kabupaten Sintang atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah
Kabupaten Sintang, dengan contoh format surat permochonan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran X vang merupakan bagian tidalk
terpisahkan dari Peraturan Bupat ini

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Dayva Manusia
Kabupaten Sintang scbagaimana dimaksud pada ayat (14) dapat
menyetljul atal udak menveluju permohonan vang diajukan dengan
mempertimbangkan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan
Teknis  diselenggarakan dan Kemeénterian /Lembaga  Pemerintah,

Perguruan Tinggi Negeri dan Pihak Ketiga vang sudah terakreditasi dari
Kementerian.

Pasalo

Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pejabat Dasrah
dan Pegawai ASN harus diberikan SPD dari Pejabat Yang Berwenang,
dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII vang
merupakan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan Bupati ini.

Pejabat vang berwenang hanva dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan
dinas vang biayanya dibebankan pada anegaran vang tersedia pada SKPD
vang dipimpinnva.

Perjalanan dinas bag Pgjabat Negara dan Pejabat Daersh, SPD
ditandatangani oleh pejabat vang berwenang,

Untuk perjalanan dinas dalam rangka membawa rombongan pada
kegiatan pameran, kaji terap, studi banding dan/atau kegiatan lainnya

vang melibatkan SKPD lain, 8PD ditandatangani oleh pejabat vang
berwenang.

Perjalanan dinas bagi Pegawal ASN, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. bagi PA/KPA, 3PD ditandatangani oleh dirinva sendiri selaku PA | KPA
dan atas nama pecjabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat
bersangkutan;

b. bagi pelaksana perjalanan dinas sclain sebagaimana dimaksud pada
huruf a, SPD ditandatangani oleh pejabat vang berwenang di
tempatnva Dertigas;

¢. bagi ...



c. bagi pelaksana hanan Kepala SKPD dalam tangka sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10), SPD ditandatangani olch
pelaksana harian vang ditunjuk sleh pelaksana perjalanan dinas.

Pasal 7

Pejabat yang berwenang dalam  menerbitkan SPT dan  2PD selaligus
menetapkan alat transportasi vang digunakan untuk melaksanakan perjalanan

din_as vang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan scrta tujuan
perjalanan dinas tersebut, '
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Pasal 2

kBhusus untuk perjalanan dinas mengikuti Bim bingan Teknis (Bimtek)
se‘tlmgaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (14) hanva diperuntukkan bagi
Pejabat/Pegawai ASN vang berada pada SKPD bersan gkutan.

CPNE, ASN golongan | dan golongan II tidak diperkenankan melakukan

perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi keluar daerah,
kaji terap dan studi banding.

Ajudan dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam
rangka mendampingi Bupau /Wakil Bupati/Ketua DPRD.

Perjalanan dinas Pejabat Negara dapal didampingi oleh istri/suami
sepanjang dipandang perlu pendamping atau ada ketentuan Vang

mewajibkan perjalanan  dinas dimaksud  harus didampingi oleh
istri,/ suami.

Perjalanan dinas Pejabat Dacrah dapat didampingi oleh istr/ suami
scpanjang ada undangan yang di dalamnyva tercantum wajib didampingi
istri/ suami.

Perjalanan dinas bagi Istri Pejabat Negara dalam rangka mendamping
Pejabat Negara, maka dapat mengikutsertakan tenaga pendamping.

Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat {6} dapat berasal
darl Pegawai ASN atau Pegawai Tidak Tetap.

Perjalanan dinas Sekretaris Daerah dapat didampingi oleh istri/euami
sepanjang ada undangan vang di dalamnaya tercantum wajib didampingi
1strl S suami.

Perjalanan dinas bagi suami/istri Sekretaris Daersh  sebagaimana
dimaksud pada avat (8) dapat diberikan apabila Sekretarie Daerah
mendapat disposisi dari Pejabat Negara untuk mewalili Pejabat Negara,

Pegawai ASN Golongan | dan Golongan 11 di Lingkungan Sckretariat DPRD
dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar daersh dalam rangka
mendampingl Pimpinan dan Anggota DPRD paling banvak 2 (dua) orang
unittik | (satu) kepiatan,

(11} CPNS ...
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CPNS, Pegawal ASN Golongan | dan Golongan 11 dapat mendampingi
Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah dalam rangka

Konsultasi, Kaji Terap dan Stud: Banding paling banyak 3 (tiga) orang
untuk | (satu] kegiatan.

CPNS, Pegawai ASN Golongan | dan Golongan Il sebagaimana dimaksud
pada ayat (11) paling banyvak 3 orang sudah termasitk Ajudan

Fasal &

Perjalanan dinas yang tujuannva ke dalam daerah diberikan waktu
perjalanan dinas paling lama 4 iempat] hari dengan rincian penginapan
maksimal selama 3 (tiga) malam dengan mempertimbangkan jarak tempuh
tempat tujuan perjalanan dinas,

Perjalanan dinas dalam daerah yang meliputi kegiatan kursus-kursus, uji
tera, pendataan dan penelitian lapangan, survey, monitoring dan evaluasi,
penyelidikan dan penyvidikan terhadap pelangparan Peraturan Daerah
Rabupaten Sintang, dan/atau pelavanan langsung ke masvarakat
diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 7 (tujuh) hari dengan
rincian penginapan maksimal selama 6 (enam) malarm.

Perjalanan dinas dalam daerah dalam masa reses Pimpinan dan Anggola
DPRD diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 6 (enam) hari dengan
rincian penginapan maksimal selama 5 (lima) malam.

Perjalanan dinas dalam dacrah dalam rangka pendataan dan penagihan
pajak dan retribusi daerah diberikan waktu perjalanan dinas paling lama

10 (sepuluh] hari dengan rincian penginapan maksimal selama 9
[sembilan) malam.

Pemeriksaan/pengawasan reguler oleh aparat fungsional auditor dan
Pengawas pemerintahan diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 10
(sepulub) hari dengan rinclan penginapan maksimal selama 9 {sembilan)
malam.

Penalanan dinas dalam rangka kegiatan pemeriksaan terhadap kasus
pengaduan masyarakat dan kasus pelanggaran disiplin Pegawai ASN,
evaluasi Kinerja serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan {isik
Kegiatan pembangunan vang dilaksanakan cleh aparat fungsional auditor
dan fungsional pengawas pemerintahan diberikan walkty perjalanan dinas
paling lama 15 {lima belas) hari dengan rincian penginapan maksimal
sclama 14 (empat belas} malam dengan mempertimbangkan jarak tempuh
tempat tujuan perjalanan dinas,

Khusus untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam Kota Sintang
lebih dari 8 (delapan) jam hanya dibayarkan uang harian sedangkan
untuk uang transportasi dan vang penginapan tidak dibayarkan,

Khusus untuk perjalanan dinas dalam rangka detasering diberikan uang

transportas: pérgl pulang dan vang saku paling lama 20 [Sembilan puluh)
hari.

Pasal 10 ...
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Pasal 10

Perjalanan dinas vang dilakukan oleh sopir dalam rangka mengantar
atasannya ke luar daerah diberikan waktu perjalanan dinas sesuai dengan
waktu perjalanan dinas atasannya,

Perjalanan dinas ke luar Daerah dalam wilavah Provinsi Kalimanian
Barat untuk kegiatan konsultasi, koordinasi, rapat-rapat dan kegiatan
lﬁ_.il".I.'i_‘r’EL dibt.'{'ikﬂn wakiu perjalanan dinas paling lama 3 {tiga) han dengon
rincian penginapan maksimal selama 2 (dua) malam.

Perjalanan dinas ke luar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat
untuk kegiatan konsultasi, koordinasi, rapat-rapat dan/atau kegiatan
la_inn}'a vang pelaksanaannya 1 (satu] hari diberikan waktu perjalanan
dinas 3 (tiga) hari dengan rinclan penginapan maksimal selama 2 [dua)
malam, sedangkan untuk kegiatan vang pelaksanaannya selama 2 (dua)
hari diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 4 (empat] hari dengan
rincian penginapan maksimal sclama 2 (tga) malam, kecuali untuk
kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten
Kayong Utara dibertkan wakiu perjalanan dinas paling lama 5 {lima) hari
dengan rincian penginapan maksimal selama 4 (empat) malam.

Perjalanan dinas ke luar daerah di luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat
dalam rangka keordinasi dan konsultasi diberikan waktu perjalanan dinas
paling lama 4 {empat| hari dengan rincian penginapan maksimal selama 3
(thga) malam,

Pergjalanan dinas ke luar daerah di luar wilavah provinsi Kalimantan Barat
untuk rapat-rapat, seminar, loka learya dan/atau kegiatan lainnva Vang
sejenis vang pelaksanaannva 1 (satu) har diberikan walktu perjalanan
dinas paling lama 4 {cmpat) hari dengan rinclan penginapan maksimal
selama 3 (tiga) malam dan apabila kegiatan yang dimaksud mengalami
perubahan jadwal yang mengharuskan dilaksanakan melebihi waktu
perjalanan dinas vang diberikan, maka biava perjalanan dinas akan
dibayarkan sesuai waktu pelaksanaan dengan melampirkan bulti berupa
perubahan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Perjalanan dinas ke luar dacrah untuk bimbingan eknls, sosialisasi
dan/atau kegiatan lainnya vang scjenis yang lama pelaksanaannyva |
(satu) hari diberikan waktu perjalanan dinas selama kegiatan berlangsung
ditambah 3 (ugal hari dengan rincian penginapan ditambah 2 [duaj
malam.

Perjalanan dinas ke luar dacrah untuk bimbingan teknis, sosialisasi
dan fatau kegiatan lainnyva yang sejenis yvang lama pelaksanaannya lebih
dani 1 (satul han diberikan waktu penelanan dinas selama kematan
berlangsung ditambah 2 {dua) hari dengan rincian penginapan ditambah 1
{satu) malam.

Khusus untuk kegiatan yang ditanggung oleh penvelenggara atayu terdapat
setoran,/ kontribusi kepada pthak penyelengpara/panitia yang didalamnya
terdapat uang makan dan hiava penginapan atau akomodasi lain, maka
hanya dibayarkan biava yang udak ditanggung oleh penvelenggara/panitia
selama pelaksanaan keglatan berlangsung,

(9) Perjalanan ...
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Perjalanan dinas vang dilakukan dalam hal kegiatan pemeriksaan dalam
Kota Sintang oleh aparat pengawas fungsional auditor vang rangkaian
]'LEEI-ELEH.JI'ln].-'-E. termasuk wi petik dan/atan kegiatan lain vang dilakulan
oleh pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Pemerintah Kabupaten
Smta:ng ke luar Kota Sintang dan/atau kegiatan Penyelidikan dan
Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
KRabupaten Sintang terhadap sangkasn Pelaku Pelanggaran Peraturan
Daerah Kabupaten Sintang vang pengembangannya dirangkaikan dengan
tempat kejadian perkara keluar kota Sintang, selain dibayarkan uang
transportasi dan uang harian juga dibavarkan uang penginapan,

(10) Ketentuan untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikutd Pendidikan

(1)

(2]

(3

4]

dan Pelatihan Pimpinan pada Jenjang Struktral [Diklatpim), Pendidikan
dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS serta pendidikan dan pelatihan
sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 11

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai
berikut:

biaya transportasi;

biava taksi;

biaya penginapan;

uang harian yang mencakup uang makan, uang sako dan uang
transporiasi iokal;

uang representasi;

biava pemetian dan anghkutan jenazah; dan fatau

biava bagasi; dan/atau

biaya pemeriksaan kesehatan Corona Virus Disease 19,

JENE LA,

T o

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayvat (2)

huruf a, diberikan biava-biava sebagai berilout:

a, biaya transportasi, usng harian, uang representasi dan biaya
penginapan untuk perjalanan dinas bagl Pejabat Negara, Peojabat
Bacrah dan Pejabat Eselon 11 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1), dan avat [2} huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf e;

b. biaya transportasi, uang harian, dan biava penginapan untuk
perjalanan dinas bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 4 avat (1}, dan ayat (2) hurafl a, huruf b, huraf ¢, dan huruf e;

¢. biaya transportasi untuk perjalanan dinas bagi Pegawal ASN
schagaimana dimaksud dalam Pasal 4 avart (2) haruf d dan huaraf 1

Bagi istri/suami Pejabat Negara vang melaksanalkean perjalanan dinas ke
dalam daerah dalam rangka sebagammana dimaksuad dalam Pasal 8 avat (4)
hanya diberikan biaya uvang saku dan uang makan.

Bagi istri/suami Pejabat Dacrah yvang melaksanskan perjalanan dinas ke

dalam daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
hanya diberikan biava uang saku dan vang makan.

(5) Bagi ...
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Bagi suami/istri Sekretaris Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas
ke dalam daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat
|8} hanya diberikan biava uang saku dan uang makan.

Bagi istri/suami Pejabat Negara vang melaksanakan perjalanan dinas ke
luar daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasa] & ayat [4)
hanya diberikan biayva transporiasi, uang saku dan uang makan,

Bag: istri/suami Pejabat Daerah vang melaksanakan perjalanan dinas ke
luar daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat |5}
hanya diberikan biaya transportasi, uang salou dan uang makan.,

Bag: suami/istri Sekretaris Daerah vang melaksanakan perjalanan dinas
ke luar daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(&) hanya diberikkan biaya transportasi, uang saku dan uang makan.

Pasal 12

Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayvat {1) huruf a
merupakan biava tiket moda transportasi udars, moda ransportasi laut
dan/atau moda transporiasi darat vang diperlukan untuk perjalanan
dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan pergi dan pulang, vang
terdiri dari biaya pembelian tiker moda angkutan udara, tiket moda
angkutan laut dan/atau tiket moda angkutan darat vang dibavarkan
sesuai dengan biaya nil untuk perjalanan dinas ke luar daerah.

Biaya tiket moda transportasi udara kKelas hisnis, hanya diperuntukkan
bagi Pejabat Negara, Pejabal Daerah dan Sekretaris Daerah serta bagi
istri/ suami Pejabat Negara, istri/suami Pejabat Daerah, sLlami/ istri
Sekretanis Daerah vang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah,

Biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah dibayvarkan secara
lumsum scbesar standar sebagaimana tercantum dalam lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Biaya transportasi ke luar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan
Barat bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Sekretaris Daerah, Pimpinan
Tmgg Pratama dan Ajudan dapat menggunakan moda transportasi udara.

Biaya wansportasi Ke luar daerah dalam rangka perjalanan dinas ke luar
wilayah Provinsi Kalimantan Barat bagi Pejabat Nepara, Pejabat Daerah
dan Pegawai ASN dapat menggunakan moda transportasi udara,

Biaya transportasi ke luar daerah khususnya ke Kabupaten RKavong Utara
dan habupaten Ketapang dapat menggunakan moda transportasi udara,

Pegawal ASN selaan Sekretaris Daerah, Pimpinan Tinggi Pratama dan
Ajudan yang melakukan perjalanan dinas mengpunakan moda
transportasi udara sebagaimana dimaksud pada avat (4], maka biava
transportasl dibayarkan setinggi-tingginya sebesar standar biayva moda
transportasi darat.

(&) Biaya ...
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Biaya transportasi ke luar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan
Barat bagi istri/suami Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris
Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 avat (6}, Pasal 11 avat [7)
dan Pasal 11 avat (8) dapat menggunakan meda transpertasi udara.

Biaya transportasi ke luar daerah dalam rangka perjalanan dinas ke luar
wilayah Provinsi Kalimantan Barat bagi istri/suami Pejabat Negara,
istri/suami  Pejabat Daersh dan  istri/suami Sekretaris Daerah
sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (6), Pasal 11 avat [7) dan Pasal
11 ayat (8) dapat menggunakan moda transportasi udara,

Biaya transportasi perjalanan dinas ke luar daerah menggunakan moda
tanspurtasi darat dibavarkan sesuai dengan kebutuhan riil setinggi-
ungginye sebesar standar biava moda lransportasl daral sebagaimana

tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupat ini.

Biaya transportasi perjalanan dinas ke luar dacrah menggunakan moda
transportasi udara selain scbagaimana yang diatur pada ayat (7)
dibayarkan sesuai dengan kebutuhan riil.

Pazal 13

Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b adalah
biaya taksi dari dan ke bandara/pelabuhan, vang hanya diberikan unmk
perjalanan dinas ke luar dacrah.

Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada avat (1) dibavarkan secara
lumsum sebesar standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran [T vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturan Bupati in:.

Pemberian biaya taksi scbhagaimana dimaksud pada avat (1) huraf b
khusus taksi bandara provinsi Kalimantan Barat, berlaleu hal-hal sebagai
berikut;

a. Perjalanan dinas keluar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan
Barat menggunakan pesawat udara pulang pergi bagi pelaksana
perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 avat (4] dan
ayatl (8}, maka diberikan bava taksi bandara provinsi Kalimantan
Barat scebesar standar bisya taksi bandara Provinsi Kalimantan Barat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [l yang merupakan bagian
tidak rerpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. Perjalanan dinas ke luar daerah dalam wilayvah Provinsi Kalimantan
Barat yang menggunakan moda transportasi udara dan moda
transportasi derat bagl pelaksana perjalanan dinas scbagaimana
dimaksud pada Pasal 12 ayvat (4) dan avat (8], maka diberikan biaya
taks1 bandara Provinsi Kalimantan Barat sebesar setengah dari
besaran standar hiave takst bandars provins: RKalimantan Barat
sebhagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dar Peraturan Bupati ini;

¢. Perjalanan ...
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c. Perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka perjalanan dinas ke
luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat vang menggunakan moda
transportasi udara dan moda transportasi darat bagi pelaksana
perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5) dan
ayat (9), maka diberikan biaya taksl bandara provinsi Kalimantan
Barat scbesar setengah dari besaran standar biaya taksi bandara
provinsl Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini:

d. Perjalanan dinas ke luar daerah dalam wilavah Provinsi Kalimantan
Barat bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan moda
transportasi udara pulang pergi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12
ayat {7}, udak diberikan biava taksi bandara provinsi Kalimantan
Barat;

¢, Perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka perjalanan dinas ke luar
wilayah provinsi Kalimantan Barat bagi pelaksana perjalansn dinas
vang menggunakan moda transportasi udara dan moda transportasi
darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (7}, diberikan biava
taksi bandara provinsi Kalimantan Barat scbesar setengah  dari
besaran standar biava taksl bandara provinsl Kalimantan Barat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I vang merupakan bagian
tdak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini:

f. Perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka perjalanan dinas ke
uar wilavah provingi bag  pelaksana perjalanan  dinas VAang
menggunakan moda transportasi darat dan  tdak mengEunakan
wendaraan dinas jabatan, diberikan biaya taksi bandara provingi
Ralimantan Barat sebesar standar biaya taksi bandara provinsi
Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) hurf ¢
merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat

penginapan lainnya dalam rangka perjalanan dinas ke dalam daerah dan
ke luar daerah.

Biaya penginapan khusus untuk perjalanan dinas ke dalam daerah
dibayarkan secara lumsum.

Biaya penginapan untuk perjalanan dinas ke Juar daerah diba}'arknq
sesuai dengan biaya riil, menggunakan standar biaya penginapan sesuai
dengan Provins: tempat menginap.

Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas melaksanakan peralanan dinas ke
luar daerah tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), diberikan blava penginapan wvang dibarvarkan secara
lumsum sebesar 30% [tga puluh persenl dan standar biava penginapan
sesual dengan Provinsi tempat menginap.

Rincian biaya penginapan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3] tercantum dalam Lampiran [V vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati i

Pasal 13 ..
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Pasal 15

Uang harisn sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf d
merupakan penggantian biaya keperluan sehari-har pejabat necgara,
pejabat daersh, aparatur sipil negara, dan pihak lainnya dalam
menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8
{delapan] jam yvang dibavarkan secara lumsum.

Penggantian biaya keperluan schari-hari sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi keperiuan uang saku, keperluan uang transportasi lokal,
dan keperluan wang makan,

Perjalanan dinas dalam daerah vang wakiy priaksanaannya kurang darn 8
(delapan) jam hanyva dapat diberikan uang transportasi lokal

Rincian wang harian sebagaimana dimaksud pada avat (1}, ayat (2) dan

ayat (3] tercantum dalam Lampiran 11 hurul A vang merupakan bagian

tidak terpisahlean dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 16

Uang representasi perjalanan dinas scbagaimana dimaksud pada Pasal 11
ayat (1] huruf ¢ hanva diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah,
dan pejabat eselon 11 vang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas diberikan scbagal penggantl atas
pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagal pejabat negara, pejabat

daerah, Sekretaris Daerah can Pimpinan Tinggi Pratama dalam ranglca
perjalanan dinas.

Pengeluaran tambahan scbagaimana dimaksud pada avat (2) adalah biaya

yag dikeluarkan untuk tips porter, tips pengemudi vang dibayvarkan secara
lumsum.

Rincian uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayar (1), avat (2)

dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran Il huruf C vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paszal 17

Biaya Pemetian dan Angkutan Jenasah sebagaimana dimaksud pada Pasal
11 ayat (1) huruf { dapat diberikan sebesar Bp. 7.500.000,00 {tujul juta
lima ratus ribu rupiah) vang didalamnyva termasuk biaya pengurusan
jenazah.

Pasal 15
Biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 avat {1) huruf g
merupakan biaya bagasi moda transportasi udara yang tidak termasuk di

dalam bigya tiket transportasi udara vang 1arif satuan biaya bagasi
mengacu pada tanif yang ditetapkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara,

(2} Satuan ...
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(3)

(1)
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(3)

Satuan biaya bagasi sebapaimana dimakeud pada ayat (1) adalah crang

per kali penerbangan dan diberikan dengan ketentuan;

a. biaya bapgasi diberikan paling banvak 20 (dua puluh) kilogram;

b.biaya bagasi diberikan berdasarkan Berat bagasi pada saat melakukan
check-in dan/atau pada lavanan bagasi saat pembelian tiket melalui
online/website/ call center [prabayar),

B_iayg bagasi sebagain}ana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat

dlhenkaln untuk perjalanan dinas menggunakan pesawat udara VANg

Ei:nycdlakm layanan bagasi secara gratis paling banyak 20 (dua puluh)
ogram,

Pasal 19

Biaya pemeriksaan keschatan Corona Virus Disease 19 sebagaimana
dimaksud pada Pasal 11 avat (1) huraf h merupakan biava untuk
melakukan tes (Genose/ropid test/ PCR tfestswab fest) sesual dengan
biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi Corona Virus Disease 19) vang
tidale téermasuk di dalam biaya tiket transportasi udara,

Biaya pemeriksaan keschatan Caronae Vius Disease 1Q sebagaimana
dimaksud pada avat (1) tidak dapat diberikan untuk perjalanan dinas
menggunakan pesawat udara yang menyediakan lavanan pemeriksaan
kesehatan Corona Vinis Disease 1% vang biayvanya sudah termasuk dalam
biaya tiket transportasi udara.

Pasal 20

Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kepiatan secara
mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh dan
vang bersangkutan belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket untuk
keberanghkatan dapat dibayarkan/diganti dari harga riil tiket dan dengan
memberikan, melampirkan bukud pembatalan kegiatan,

Biaya transportasi dan uang transportasi lokal bagi ajudan/ supir/ motoris
vang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten dan ke
luar daerah kabupaten tidak dibavarkan selama menggunakan kendaraan
dinas jabatan,

Pasal 21

Istri/Suami Pejabat Negara yang melaksanakan perjalanan dinas dalam
rangka mendampingi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
B ayat (4], 8PT ditendatangani oleh Bupati.

Istri/suami Pejabat Daerah vang melaksanaken perialanan dinas dalam
rangka mendamping Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (3}, SPT ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

Isiri/Buami Sekretaris Daerah vang melaksanakan perjalanan dinas

dalam rangka mendamping Sckretaris Decrsh scbagannana dimaksud
dalam Pasal 8 avat {8)] ), 3PT dilandatangani cleh Bupat.

(4| Biaya ...



(4) Biaya perjalanan dinas bagi ASN vang ditunjuk oleh Pejabat Neparg

sebagai Pelaksana Tugas suatu Jabatan, digolongkan sesuai dengan
golongan kepangkatan dan labatan definitif ASN tersebut diluar tugasnva
sebagai Pelaksana Tugas.

Pagal 22

Besaran biaya transportasi bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pegawai
ABN dan/atau Keluarga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran | vang
merupakan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)

{2}

(3]

Pasal 23

Disamping biava transportasi schagaimana dimaksud dalam Pasal 22,
apabila perjalanan dinas ke dalam daerah menggunakan kendaraan dinas
jabatan maka diberikan biava Bahan Bakar Minvak, sedangkan biava
transportasi dan vang transportasi lokal tidak dibayarkan,

Disamping biaya transportasi sebageimana dimaksud dalam Pasal 22,
maka untuk perjalanan dinas ke luar dacrah berlaku ketentuan sebapai
berikut;

a. apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas jabatan maka
diberikan biaya Bahan Bakar Minvak. sedangkan biava transportasi,
uang transportasi lokal dan  biava taksi dari  dan ke
bandara/ pelabuhan/terminal tidak dibayarkan;

b.apabila Pejabat Negora/Pejabat Dacrah/Sckretaris Dacrah Pimpinan
Tinggl Pratama melakukan perjalanan dinas ke luar dasrah dalam
wilavah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan meda angiutan
transportasi udara, maka biaya bahan bakar minvak tidak dibavarkan:

¢c. apabila Pejabat Negara/Sekretaris Dacrah melakukan perjalanan dinas
ke luar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan
moda transportasi udara dan memerlukan kendaraan dinas jabatan
pada saat bertugas, maka biaya bahan bakar minyak dapat diberikan
kepada sopir yang membawa kendaraan;

d. biaya bahan bakar minyak hanva diperuntulkkan bagi kendaraan dinas
jabatan berdasarkan penunjukan sesuai Keputusan Bupati;

¢ apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas operasional
atau kendaraan pribadi, maka vang harian dan biaya transportasi tetap
dibayarkan;

. untuk perjalanan dinas lanjutan diberikan biaya transportasi sesuai
kota tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

g apabila dalam melaksanakan peralanan dinas biaya transportasi kota
wyjuan perjalanan dinas tdak tercantum dalam Lampiran | dan/atau
memerlukan transportasi lanjutan dari Ibukota Provins: Kota tujuan,
maka dapat diberikan biayva transporiasl sesusi dengan harga il tiket,

Apabila Pejabat Megara /Sekretaris Daerah melakukan perjalanan dinas ke

luar daerah sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf ¢, maka biara
taksi bandara provinsi Kalimantan Barat tidak diberikan.

Pazal 24 ..,
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Pasal 24

H_ia;-’.a bahan bakar minyak kendaraan dinas Mbatan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 avat (2) huruf d diberikan berdasarkan volume
mesin kendaraan, dengan standar scbagaimana  tercantum  dalam

Lampiran V] vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Biaya bahan bakar minyak scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan secara lumsum,

Pasal 25

Dalam hal perjalanan dinas jabatan ke dalam dacrah, vang harian dan
biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberilean:
&, uang harian menurut jumlah hari vang digunakan untuk perjalanan

dinas pergi pulang dan biaya penginapan maksimal selama jumlah
hari dikurangi 1 (satu);

b. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dan disesuaikan dengan
kemampuan keuangan SKPD untul melaksanalkan tugas detascring.;

c. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan lentang
perubahan detasering menjadi petugas pindahan;

d. selama-lamanya 3 (uga) har ditempat penjemputan jenazah dan
selama 3 {tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah
tersebut tidak dimakamkan cli Tempat Kedudukan
almarhum/almarhumah vang bersanglutan.

Dalam hal perjalanan dinas jabatan ke luar daerah, uang harian dan biaya

penginapan schagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan:

A. uang harian menurut jumlah har vang digunakan untuk perjalanan
dinas pergi pulang dan biava penginapan maksimal selama jumlah
hari dikurangi 1 (satul;

b. selama-lamanya 2 (dua) har untul transit menungey pengangkutan
lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain dengan
rincian uang harian selama 2 (dua) hari dan biayva penginapan selama
1 {satu} malam;

¢. sclama-lamanya 3 [tga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar
negeri dengan rincian uang harian selama 3 (tiga) hari dan biaya
penginapan selama 2 [dua| malam;

d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh
sakit/berobat dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Dacrah, Pegawai ASN,
dan Pegawai Tidak Tetap yang sedang melakukan perjalanan dinas
jatuh sakit dengan rincian uang harian selama 10 (sepuluh) hari dan
biava penginapan selama 9 (sembilan) malam:

€. selama-lamanya 90 (sembilan puluh| hari dan disesuaikan dengan
kemampuan keuangan SKPD untuk meclaksanakan tugas detasering
dengan rincian uang harian selama 90 {sembilan puluh) hari dan biaya
penginapan selama 89 (delapan puluh sembilan) malam:

. selama-lamanva 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang
perubahan detasering menjadi petugas pindahan dengan rineian uang
haman selama 7 [tujuh) hart den biaya penginapan selama & (enam)
malam;

g. selama-lamanya ...
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g selama-lamanya 3 (tiga) harl ditempat penjemputan jenazah dan
selama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah
tersebut tidak dimakamkan di Tempat Kedudukan
almarhum/almarhumah vang bersanghutan dengan rincian uang

harian selama 3 (tiga) hari dan biava penginapan selama 2 [dua)
malam; :

h. apabila kegiatan perjalanan dinas ke ldar daerah dalam wilayah
Provinsi Kalimantan Barat vang sifatnva berkelanjutan pacda kegiatan
yang berbeda atau penundaan untuk kegiatan yang sama maka dapat
diberikan uang harian dan uang penginapan selama kegiatan dengan
masa tenggang waldtu menungga paling lama 2 (dua) hari dengan
rincian uang harian sclama 2 (dua) hari dan biaya penginapan selama
1 [satu) malam;

i, apabila kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah di luar wilavah
Provinsi Kalimantan Barat vang sifatnya berkelanjutan pada kegiatan
yang berbeda atau penundaan untuk kegiatan vang sama, maka dapat
diberikan uang harian dan uang penginapan selama kegiatan dengan
masa tenggang waktuy menunggu paling lama 3 (tiga) hari dengan

rincian uang harian sclama 3 (tiga} hari dan biava penginapan selama
2 [dua) malam:.

Pasal 26

Dalam hal perjalanan dinas harus sepera dilaksanakan, sementara biaya
perjalanan dinas belum dapat dibavar, maka biaya perjalanan dinas dapat
dibayar oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembanty
setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Perjalanan dinas tidak dapar dilakukan apabila tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia Anpgaran dalam SKPD.

Perjalanan dinas yang anggarannya ditampung/disediakan dalam
Perubahan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 hanva dapat
dilaksanakan sejak Perubahan APBD tersebut ditetapkan.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayvat (3),

perjalanan  dinas vang anggarannyva ditampung/disediakan  dalam

Perubahan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 dapat

dilaksanakan sebelum Perubahan APBD tersebut ditetapkan dalam hal:

a menghadiri undangan kegiatan, dibuktikan dengan undangan;

b. perjalanan dinas vang bersifat mendesak, dibuktikan dengan
Telaahan Stafl terhadap kegiatan dimaksud yvang telah disetujui oleh
Bupau, Wakil Buparti, atau Sekretaris Doerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

€. perjalanan dinas yang dilaksanaken sebagsi tindak lanjut atas
dikeluarkannya peraturan perundang-undangan wang mewajibkan
dikeluarkannya sebuah produk hukum daerah pada tahun 2022,

Pasal 27

Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran SKPD vang
mengeluarkan SPD bersangkutan.

(2 Pejabat ...



(2) Pejabat yang berwenang memberi SPD agar memperhatikan ketersediaan
dana yang diperlukan untuk melaksanakan perialanan dimaksud dalam
anggaran SKPD vang berkenaan.

Pagal 28

Pelaksana Perjalanan Dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas

rangkap untuk perjalanan dinas vang dilakukan dalam wakiu vang
bersamaan,

BAB VI
PERJALANAN DINAS PAKET MEETING

Pasal 29

(1) Perjalanan Dinas Paket Meeting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat {2) huruf b merupakan perjalanan dinas dalam rangka rapat,
seminar, dan sejenisnya di luar Kantor paling sedikit melibatkan peserta
dari luar SKPD penyelenpgara atau masyaraket vang diselenggarakan
didalam Daerah Kabupaten Sintang maupun diluar Daerah Kabupaten
Sintang,

(2) Perjalanan Dinas Paket Meetng dalam Daerah Kabupaten Sintang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , adalah perjalanan dinas dalam
rangka Rapat. seminar, dan sejenisnyva di  luar Kantor yang
diselenggarakan oleh SKPD didalam daerah Kabupaten Sintang.

(3} Perjalanan Dinas Paket Meeting luar daerah Kabupaten Sintang
scbagaimana dimaksud pada ayal (1) , adalah perjalanan dinas dalam
rangke Rapat, seminar, dan sejenisnva di luar  Kantor vang
diselenggarakan oleh SKPD diluar daerah Kabupaten Sintang.

BaB VIl
BIAYA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING

Pagal 30

(1) Biaya Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Daerah Kabupaten Sintang

meliputi ;

a.Biaya transportas) peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber
baik vang berasal dari dalam daerah maupun luar daerah;

b. Biava paket mecting (halfday/ fulldey/ fullboard/ residence);

¢, Uang saku peserta, panitia/ moderator, dan/atau narasumber baik vang
berasal dari dalam daerah maupun luar daerah;

d. Uang harian dan/atau biava penginapan peserta, panitia/moderator,
dan/atau narasumber vang mengalami kesulitan transportasi.

(2) Biaya Perjalanan Dinas Paket Mecting luar Daerah Kabupaten Sintang
meliput :
a. Biaya transportasi peserld, panitia/moderator, dan/atau narasumber
baik vang berasal dari dalam daerah maupun luar daerah; B
b. Biays ...
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b, Biava paket meeting |haifday/ fulideay/ fullbaard / residence);
c¢. Uang saku peserta, panitia/ mederator, dan/atau narasumber bailk Vang
berasal dari dalam daerah maupun luar daerah:

d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/maoderator,
dan/arau narasumber vang mengalami kesulitan transportasi.

Biaya transportasi sebagasimana dimaksud pada avat (1) huruf a dan ayal

(2) huruf a mengikurti aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan
Pasal 13,

Satuan biaya paker meeting stbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan aval (2} huruf b menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4
lempat) jenis vaitu:

a. Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket pertemuan yang
diselenggarakan di luar kantor schari penuh dan menginap, dengan
komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu} malam, makan 3 (tiga)
kali, rchat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan
fasilitasnya;

b. Satuan biava paket fullday disediakan unruk paket pertermuan vang
diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa
menginap, dengan komponen paket mencakup makan 1 ({satu) kali,
rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya;

c. Satuan biava paket hallday disediakan untuk pakel pertemuan vang
diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap,
dengan komponen paket mencakup makan 1 (sati) kali, rehat kopi dan
kudapan 1 [satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya;

d.Batuan biaya paket residence disediaken untuk paket pertemuan Yang
diselenggarakan di luar kantor minimal 12 {dua belas) jam dan tanpa
menginap, dengan komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali,
rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya;

Satuan biaya paket meeting scbagaimana dimaksud pada ayat [(4)

dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. untul: pejabat eselon Il atau vang disctarakan ke atas, skomodasi 1
{satu) kamar untuk 1 {satu) erang; dan

b.untuk pejabal eselon Il ke bawah, akomodasi 1 (satu) RKamar untuk 2
(dua) orang.

Besaran satuan biaya paket meeting sehagaimana dimaksud pada avat (4)
dibayarkan setinpg-lingginya sebesar standar satuan biaya paket
pertemuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan ayat (2)
huruf ¢ dibayarkan setinggi-tingginve sebesar standar sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [l yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini,

Uang hanan dan/atau biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dibavarkan setinggi-tingginya sebesar
standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1Tl dan Lampiran IV vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ind.

(%) Dalam ..,



(9) Dalam rangka efisiensi asnggaran untuk kegiatan rapat, pengguna
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aNggaran ataun kKuasa penpgguna  anggaran  agar selektif  dalam
melaksanakan rapat alau pertemuan di luar kantor sebapaimana
dimaksud pada ayat (4) dan mengutamalkan fasilitas milik daerah scria
hayua tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah
valtu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,

efektil, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan.

BAR VI
PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 31

Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPD dilakukan berdasarkan
Surat Keputusan Pindah.

Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan

oleh Pejabat Yang Berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Surat Keputusan Pindah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar diterbitkannva SPD.

Tasal 27

Perjalanan Dinas Pindsh merupakan perjalanan dinas dari tempat
kedudukan yang lama ke tempal kedudukan yang baru berdasarkan
Keputusan Pindah atau Burat Tugas bagi Pegawai ASN  beserta
keluarganva vang sah.

Keluarga yang sah sebagaimana dimalksud pada ayat (1) terdiri dari:

a, IsterifSuami wvang sah menurut  ketentuan Undang-Undang
Perkawinan yang berlaku;

b. Anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum
yang berumur paling ungg 25 {dua puluh lima) tahun pada waktu
berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan
sendiri:

¢. Anak kandung, ansk tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum
yang berumur lebih dari 25 {dua puluh lima) tahun, yang menurat
Surat Keterangan Dokter mempunyai cacal vang menjadi scbab ia
tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau

d. Anak kandung perempuan, anak trl perempuan, dan anak angkat
perempuan  yang sah menurut hukuom yvang berumur lebih dari 25
(dua pulubh lima) tahun belum bersuami dan tidak mempunvai
penghasilan sendiri.

Dalam Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada avat (1),

termasuk pula perjalanan dinas vang dilakukan dalam hal:

a. pemulangan dari tempat Kedudukan yang terakhir ke tempat hendak
menetap bagi Pegawai ABN vang diberhentikan dengan hormat dengan
hak pensiun atau mendapatl uang tUnELu,

b, pengembalian ...



()

(1]

{<]

(]

(4]

(51

b. pengembalian Pegawai ASN vang mendapal uang tungeu darl tempat
tinggainya ke tempat vang ditentukan untuk dipekerjakan kembali;

€. pemulangan keluarga vanp sah dar Pegawai ASN vang meninggal
dunia dari tempat tugas terakhirnyva ke te mpat tujuannya menetap;

Pengajuan perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dan huruf o berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung
sejak tanggal pemberhentian atau meningeal dunia,

BAB IX
BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 23

Biaya perjalanan dinas pindah terdiri atas Komponen sebagal berikut:
a. biava transport keluarga;

b. uang harian vang mencakup uang makan, uang transportasi lokal dan
uang sakiu:

€. biava penginapan;,

d. biaya pengepakan dan angkutan barang, danfatau

e. biaya transportasi.

Uang harian dan bilava penginapan perjalanan dinas pindah, diberikan

untuk Pegawai ASN bersangkutan dan masing-masing anggote keluarga:

a, selama-lamanya 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat kedudukannya
vang baru;

b. selama-lamanya 2 [dua) hari untuk tap kali menunggu sambungan
dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;

.. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal Pegawai ASN vang sedang
menjalankan dinas pindah, saty dan lain menurat Keputusan Pejabat
Yang Berwenang;

d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal Pegawal ABN vang scdang

menjalankan dinas pindah mendapat perintah vang
Derwajib/atasannya untuk melakukan tugas lain guna kepentingan
I".I.E'EEH'H.

Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3
huruf'a dan huruf b diberikan biaya transport bagi Pegawai ASN dan
transport bagl keluarga Pegawail ASN.

Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 avat (3
huruf ¢ diberikan biava transport bagi keluarga Pegawai ASN.

Perjalanan dinas pindah atas dasar permohenan sendiri tidak diberikan
biaya perjalanan dinas.

(6] Jika dalam keadaan luar biasa diluar Kesalahan | kemampuan Pepawai

ASN bersangkutan, jumlah bari menunggu sambungan dengan alat
angkutan lain kemudian ternyaia lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huraf ¢, maka atas pertimbangan Pejabat Yang
Berwenang dapat diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan.

Pasal 34 ...
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Pasal 34

Biaya perjalanan dinas pindah mantan Pegawal ASN dan/atau keluarga
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 37 davat (3] digolongkan menurat
jabatan terakhir pegawai bersangikutan,

Perjalanan dinas pindah diberi bantuan untuk biaya angkutan barang
disesuaikan dengan moda transportasi vang digunakan.

BAR X

PERJALANAN DINAS LAINNYA
Pa=gl 35

Perjalanan Dinas Lainnya merupakan perjalanan dinas yvang dilakukan
dari tempat kedudukan ke tempat vang dituju dan kembali ke tempat
kedudukan semula khusus bagi Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya.

Dalam perjalanan dinas lainnya sebagaimana dimeksud pada avat (1

termasuk perjalanan vang dilakukan oleh Pegawai Tidak Tetap dalam hal:

4. urusan teknis sesual dengan tugas dan fungsi yang bersanghkutan;

b. mengantar Pimpinan/Kepala SKPD khusus untul sopir)/ motoris;

¢. mendampingi Pejabat Negara, Ketua DPRD dan Sekretaris Dacsrah
sepanjang diperiukan.

Perjalanan dinas bapgi pegawai tidak letap dalam hal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} huruf a dan huruf b hanyva diperkenankan dalam
rangka perjalanan dinds ke dalam daerah dan ke luar daerah dalam
wilayah Provinsl Kalimantan Barat,

Perjalanan dinas bagi pegawai tidak tetap dalam hal se bagaimana
dimaksud pada avat (2) huruf ¢ diperkenankan dalam ranplka perjalanan
dinas ke dalam daerah, ke luar daerah dalam wilayah Pravinsi Kalimantan
Barat dan ke luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat maksimal sebanyak
3 (tiga) orang.

Perjalanan dinas pihak lain sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah
perjalanan dinas vng dilakukan oleh tokoh masvarakat, tokoh agama,
pelajar, tamu dan luar Kabupaten Sintang dan pihak lain yvang
dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan
Pemerintahan, Pembangunan dan  pelayanan kemasvarakatan di
Kabupaten Sintang.

Pasal 36

Pegawai tidak tetap dan pihak lainnya sebpgaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (1) yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih
dahulu mendapat SPT dari pejabat yang berwenang, dengan contoh format

scbagaimana (ercantum dalam Lampiran VIl yang merupakar bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ind,

2} Pejabat ...
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Pejabat yang berwenang bagi pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud

pada avar [1) adalah atasan pegawai tidak tetap vang akan melaksanakan
perjalanan dinas.

Pejabat yang berwenang bagi pihak lainnva schagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah Kepala SKPD vang melaksanakan Kegiatan.

Dalam hal pejabat vang berwenang berhalangan. maka SPT
ditandatangani oleh pejabat vang mewakili,

Untuk pegawai tidak tetap dibawah UPT, SPT ditandatangani olch Kepala
UPT.

Pasal 37

Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pegawal tidak tetap dan pihak
lainnya harus diberilkan SPD dari pejabat vang berwenang, dengan contoh
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pejabat yang berwenang bagi pegawai lidak tetap sebagaimana dimaksud
pada avat (1) adalah atasan pegawat tidak tetap vang akan melaksanakan
perjalanan dinas.

Pejabat yang berwenang begl pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Penpgguna Anggaran pada
SKPD vang melaksanakan Kegiatan.

Untuk pegawai tidak tetap dibawah UPT, SPD ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada UPT.

Pegawal Udak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tidak
diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam rangka konsultas dan
koordinasi keluar daerah, studi banding/kaji terap/kaji tiru/ kegiatan

scjenis, kunjungan kerja, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,
workshop dan kursus,

Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5] hanya
diperkenankan melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat {2).

BAB Xl

BIAYA PERJALANAN DINAS LAINNYA
Pasa] 38

Biava Penalanan Dinas Lainnya terdini atas kompeonen sebagai berikut;
a. uang harian vang mencakup wuang makan, transportasi lokal dan

uang saku;
b. biaya transportasi;
¢. biaya penginapan;
d. biava taksi:
e. biaya bagasi;

i, Biaya ...



{2)

(3]

()

(3)

(&)

(7]

(&

{9

{19

111)

(12)

{13)

[. Biaya pemeriksasn kesehatan Corona Virus Diseqse 19

Uang harian, biaya penginapan dan biaya ransportasi sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huraf a, huraf b dan huraf ¢ untuk perjalanan
dinas ke dalam daerah dibayarkan secara lumsum,

Uang harian dan biayva taksi schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dan huruf 4 untuk perjalanan dinas ke Iuar daerah dibavarkan secara
lumsum,

Biava transportas sebagaimana dimaksiid pada ayat (1) huruf b, khusus
untuk perjalanan dinas keluar deerah dalam wilayah Provins: Kalimantan
Barat dapat menggunakan moda transportasi udara,

Biava transportas| scbagaimana dimaksud pada avat (4) dibavarkan
seunggi-tingginva sebesar standar biava moda transportasi darat

Fembetian bisya penginapan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
untuk perjalanan dinas ke luar daerah mengikut! aturan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat [3}, ayat [4) dan ayat {3).

Biaya transportasi perjalanan dings ke luar daerah menggunakan moda
transportasi darat dibavarkan sesuai dengan kebutuhan riil setinggi-
tingginva sehesar standar biava moda transportasi darat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak lerpisabkan
dari Peraturan Bupati ini.

Biaya transportasi ke luar daerah khususnya ke Kabupaten Kavong Utara
dan Kabupaten Ketapang dapat menggunakan moda transportasi udara,

Dalam hal pimpinan SKPD melaksanakan perjalanan dinas, maka pegawai
tidak tetap sapir/motoris dapat diberikan blaya perjalanan dinas, namun
tidak diberikan biaya transportasi dan uang lransportasi lokal.

Rician uang harian Perjalanan Dinas Lain nya tercantum dalam Lampiran
O huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan
Bupati ini.

Biayva bapasi eebagaimans dimaksud pada ayat (1) huruf & merupakan
bizya bagasi moda transportast udara yang tdak termasuk di dalam biava
tiket transportasi udara yang tarf satuan biava bagasi mengacu pada tarif
yang ditctapkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara.

Satuan biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat {10} adalah orang

per kali penerbangan dan diberikan dengan ketentuan:

a. biaya bagasi diberikan paling banyak 20 (dua puluh) kilogram;

b. biaya bagasi diberikan berdasarkan berat bagasi pada saat melakukan
check-in dan/atau pada layvanan bagasi saat pembelian tiket melalui
online/ website/ call center (prabavar),

Biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) tidak
dapat diberikan untuk perjalanan dinas mengeunakan pesawat udara
vang menvediakan layanan bagasi secara gratis paling banvak 20 (dua
puluh) kilogram,

(1% Diaya ...



[14) Biaya pemeriksaan keschatan Cororig Virus Disease 19 sebagaimana

[15]

(16)

By

(2)

{3l

(1)

1<)

(3)

dimaksud pada ayat (1) hurul [ merupakan biava untuk melakukan tes
(Genose/ rapid test/ PCR test/ swab test) sesuai den gan biaya ril {sepanjang
dalam masa pandemi Corona Virus Disease 19) yvang tidak termasuk di
dalam biaya tiket transportasi udara,

Biaya pemeriksaan kesehatan Corona Virus Disegse 19 sebagaimana
dimaksud pada avat (14) tidak dapat diberikan untuk perjalanan dinas
mengpunakan pesawat udara yang menvediakan lavanan pemerilksaan
kesehatan Corona Virus Disease 10 vang biavanva sudah termasuk dalam
biaya tiket transportasi udara,

Khusus tamu dari luar Kabupaten Sintang untuk Perjalanan dinas pihak
lain dibayarkan berdasarkan standar perjalanan dinas luar dacrah.

BAB XII

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 39

Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas PEEU anggaran
yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.

Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana perjalanan dinas
paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan,

Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat
(2} dapat melebihi 5 (lima) harl kerja menvesuaikan dengan ketentuan

yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun
anggaran.

Pasal 40

Pernbayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme

pembayaran Uang Persedisan (UP) dan/atau mekanisme Pembavaran
Langsung [L3).

Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme pembayaran LS
difakukan melalui:

8. perikatan dengan Penyedia Jasa;
b. Pelaksana Perjalanan Dinas.

Perjalanan dinas vang dilakukan melalui perikatan dengan penyvedia jasa

sebagaimana dimaksud pada avat (2) hurufl a melipusi:

a. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi vang
melekat pada jabatan; dan

b. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar, studi
banding/kaji terap, pameran dan sejenisnva.

c. perjalanan dinas Paket Meeting.

Pasal 41 ...
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Pasal 41

Penyedia Jasa untuk melaksanakan perjalénan dinas dapat berupa event
organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan
perusahaan jasa perhotelan/ pen Elnapan.

Penetapan penvedia jasa sebagaimana dimalisud pada avat (1) dilakukan

scsual dengan ketentuan vang mengatur pengadaan barang/jasa
pemerintah.

Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan
perikatan meliputi biaya paket meeting, biaya transportasi termasuk
pembelian/pengadaan tket dan/atau biava penginapan,

Pasal 42

Kontrak/perjanjian dengan penvedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu)
paket kegiatan atau untuk kebutuhan perode tertentu.

Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian  tidalk diperkenankan
melebihi standar blaya paket meering, tarif tiket resmi vang dikeluarkan
cleh perusahaan jasa transportasi atau taril penginapan/hotel resmi vang
dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan | hotel.

Pasal 43
Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas
prestasi kerja yang telah disclesaikan sebagsimana diatar dalam
kKontrak/ perjanjian,

Atas dasar prestasi kerja yvang telah diselesaikan, penycdia jasa
mengajukan tagihan kepada PA.

Pasal 44
Pembayaran biaya penalanan dinas jabatan dengan mekanisme

Pembayaran Langsung (LS) dilakukan melahii transfer dari Kas Daerah ke
rekering pihak ketiga atau pelaksana perjalanan dinas.

Dalam hal biaya perjalanan dinags vang dibayarkan kepada pelaksana
perjalanan dinas melebihi biaya perjslanan dinas yang seharusnya
dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus
disetor ke Kas Daerah melalul Bendahara Pengsluaran.

BAE XIII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 45

SPD merupakan salah satu buktu pelaporan dan pertanggungjawaban

pelaksanaan perjalanan dinas.

{2) Dalam ...
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Dalam SPD tidak dibenarkan terdapat penghapusan /cacat kesalahan
dalam tulisan, perubahan-perubahan  dilaleulkan dengan coretan dan
dibubuhi paraf dari pejabat vang berwenang.

Pembayaran biayva perjalanan dinas dicatat pada rincian biava perjalanan
dinas dengan dibubuhi  tanda tangan Bendahara Pengeluaran
bersangkutan serta tanda tangan pelaksana perjalanan dinas yang akan

melakukan perfalanan dinas sebagai Tanda Terima serta diketahui oleh
PAJKPA.

Pembayaran biaya perjalanan dinas pada saat pelaksana perjalanan dinas
berangkat melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah dicatat
berdasarkan kuitansi pembavaran biaya perjalanan dinas vang dibubuhi
landa tangan Bendahara Pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan
pelaksana perjalanan dinas vang akan melakukan perjalanan dinas
sebagai Tanda Terima serta diketahui oleh PA/KPA sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Xl vang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini,

Pembayaran biaya perjalanan dinas pada saat pelaksana perjalanan dinas
berangkat melaksanakan perdalanan dinas ke luar daerah dicatat
berdasarkan kuitansi pembayaran biava perjalanan dinas yvang dibubuhi
tanda tangan Bendahara Pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan
pelaksana perjalanan dinas vang akan melakukan perjalanan dinas
sebagai Tanda Terima serta diketahw oleh  PA JBEPA  sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Xl vang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupat: ini.

Pembayaran dan perhitungan biava rampung perjalanan dinas pada saat
pelaksana perjalanan dinas kembali dari melaksanakan perjalanan dinas
ke luar dacrah dicatat berdasarkan kuitansi pembavaran biava perjalanan
dinas yang dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran bersangkutan
serta tanda tangan pelaksana perjalanan dinas vang telah melakukan
perjalanan dinas sebapgai Tanda Terima serta diketzshui ocleh PAKPA
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII vang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Sebagai kendali penggunaan anggaran pada pelaksanaan program dan
kegiatan SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memeriksa dan
menandatangani kwitansi pembayaran hiava perjalanan dinas,

Pada SPD mencantumkan:

nama jabatan Pecjabat vang menugaskan;

dasar dan maksud perjalanan dinas:

nama pegawsa: yang melaksanakan perjalanan dinas:

temnpat tujuan perjalanan dinas;

lamanva perjalanan dinas:

pembebanan anggaran;

tanggal berangkat dar Tempat Kedudukan:

tanggal tiba di tempal wjuan dan tanggal berangkat dari lempat
tujuan ditandatangani oleh Pejabat dan dibubuhi stempel instansi
yang dikunjung.

tanggal harus tiba di tempat kedudukan:

FRArLs o

[
[

1. SPD ...



(9]

j- BPD ditandatangani oleh Fejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain vang
ditunjuk.

Sclambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah perjalanan dinas berakhir.
SPD yang telah dibubuhi eatatan tangeal tiba kembali dan 1anda tangan
serta cap dinas/lembaga darl Pejabat Yang Berwenang/ Pejabal Lain vang
ditwju diserahkan kepada Bendahars Pengeluaran untuk selanjutnya
digunakan dalam pervusunan pertanggungawaban kepada PA.

(10) Perjalanan dinas yang telah selesai dilaksanakan oleh setiap Pelaksana

Perjalanan Dinas pada sast penverahan SPD diwajibkan menyampaikan
laporan tertulis hasil pelakssnaan perjalanan dinas kepada Pejabat Yang
berwenang, kecuali bagi Bupati, Wakil Bupati, Ajudan dan Sopir tidak
perlu membuat laporan perjalanan dinas dimalsud.

{11} Khusus untuk Pernalanan dinas paket meeting PPTK melaporkan hasil

pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan dilengkapi

8.notulen Rapat dan/atau laporan kegiatan;

b.daftar hadir peserta rapat/ kegmatan; dan

¢ bukti-bukti kegiatan antars lain: Dokumentasi kegiatan, tiket, SPD,
Dengan format Laporan sebagaimana tercantum dalm Lampiran XVII vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

(12} Pertanggungjawaban biaya kontribusi pada pelaksanaan perjalanan dinas

dalam rangks mengikuti kegiatan seminar, bimbingan teknis, sosialisasi
dan atau kegiatan scjenis dilengkapi dengan surat un dangan kegiatan dari
penyclenggara, kwitansi/bukti setor biava kontribusi dari penvelenggara

dan sertifikat /piagam/surat keterangan lainnva hasi] kepiatan dari
penvelenggara Kegiatan.

(13) Perjalanan dinas dalam rangks kaji terap/studi banding keluar daerah

wajib menvampaikan laporan lengkap hasil kaji lerap/studi banding
kepada Pejabat Nepara.

(1%} Pertangpungjawaban biava transporiasi sebagaimana dimaksud dalam

[15]

(18]

Pasal 12 ayat (4). avart (3). avat [6), avat (7). avat (8), avat (9], avat {10] dan
ayat (11) wajib dilampirkan tikel, boarding pass asli dan/atau bulkti moeda
transportas: umum lamnyva.

Blaya iransportasi perjalanan dinas ke luar daerah bagi pelaksana
perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas operasional atau
kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huraf
e, diberikan dengan memperhitungkan biaya babhan bakar minyvak vang
telah dikeluarkan sesual dengan biava vang tercantum dalam bukt
pembelian Bahan Bakar Minyak maksimal sebesar standar biayva
transportasi darat ke kota tempat tujuan perjalanan dinas.

Khusus untuk perjalanan dinas ke luar dasrah menggunakan kendaraan
pribadi, selain melampirkan bukti pembelian Bahan Bakar Minyvak
sebagaimana dimaksud pada avat (15}, juga wajib melampirkan fotocopy
Surat Tanda Nemor Kendaraan (2TNK) atas nama vang melaksanakan
perjalanan dinas.

{17} Pertangpungjawaban ...



(17} Pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Istri/Suami Pejabat Negara,

Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (4], ayat (3| dan avat (8), berlaku ketentuan scbagal berikur

a. Bagi Istri/suami Pejabat Daerah wajib melampirkan undangan vang di
dalamnya tercantum wajib didampingi Istri/ Suami:

b. Bagi Istri/Suami Sckretaris Daerah wajib melampirkan Disposisi dari
Pejabat Negara kepada Sekretaris Daerah untuk mewalili Pejabat

Negara dengan undangan vang di dalamnva tercantum wajib didampingi
[stri/Suami.

(18) Untuk transportasi perjalanan dinas ke luar daerah yang menggunakan

(19

(20)

(21)

(22

moda  transportasi angkutan darat, laperan perjalanan dinas wajib
dilampirkan tiket asli perg pulang atas nama vang bersangkutan. dan
sthagal akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan
diperhitungkan kembali sesuai dengan biava vang tercantum dalam tiket
maksimal sebesar standar sebagaimana tereantum dalam Lampiran | yang
merupiakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Untuk penginapan perjalanan dinas ke luar daetrah, laporan perjalanan
dinas wajib dilampirkan bukti pembayvaran hotel atau tempat menginap
lainnya atas nama vang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan
dinas tersebut biaya penginapan akan diperhitunglkan kembali sesuai
dengan biava yang tercantum dalam bulet pembayaran atau Bill Hotel
maksimal sebesar standar blava pPeligmapan sebagalmana tercantum

dalam Lampiran IV wvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupsti ini.

khhusus perjalanan dinas keluar daerah vang menggunakan moda
angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4}, avat (3),

avat (6), ayat (7), ayat (8), ayar [9), avat {10] dan avat (11), laporan

perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket, boarding pass asli pergl pulang
atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas
tersebut biaya transpertasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan
biaya yang tercantum dalam tiket dan airport toe (Pajak Bandara).

Khusus perjalanan dinas keluar daerah di luar wilavah Provinsi
Ralimantan Barat yang menggunakan meda angkutan udara/laut, laporan
perjalanan dinas wajib dilampirkan tket, boarding pass asli dan pass
pelabuhan asli pergi pulang dan tket untuk moda angkutan laut atas
nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas
tersebut biaya transportast akan diperhitungkan kembali sesuai dengan
hiaya vang tercantum dalam tiket dan airpost tax {Pajak Bandara).

Pelaksana perjalanan dinas wajib menyvetorkan kelebihan biava vang

diterima  kepada bendahara  pengeluaran /bendahara pengeluaran

Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang menerbitkan SPD dalam hal:

4, biaya transportasi angkutan darat vang digunakan dibawsah standar
harga vang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;

b, biaya penginapan yang digunakan dibawah standar harga vang
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;

¢, biaya tiket angkutan udara yang digunakan dibawah standar harga
vang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

d. biava rtiket angkutan laut vang digunakan dibawah standar harga vang
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

(2:2) Pertanggungjawaban ...



{23) Pertanggungjawaban hiava transportast lanjutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 avat (2) huruf g, laporan perjalanan dinas wajib
dilampirkan tiket/boarding pass asli pergi pulang atas nama yang
bersangkutan, dan sebaga: akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya

transportasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biava yang
tercantum dalam tiket,

{24) Pertangpungjawaban biava bagasi sebagaimana dimakeud dalam Pasgal 18
ayat (2}, wajib dilampirkan bukti pembayaran bagasi asli pergl pulang atas
nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas
tersebut biaya bagasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya
yang tercantum dalam bukd pembayaran,

{25) Pertangpungjawaban biava pemeriksaan keschatan Corona Virus Disease
19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), wajib dilampirkan
bukti pembayaran hiava pemeriksaan kesehatan Coreng Virus Disease 19
atas nama yang bersangkutan, dan scbagal akibat dar perjalanan dinas
tersebut biaya pemeriksaan keschatan Corona Virus Disegse 19 akan

diperhitungkan kembali sesual dengan biava vang tercantum dalam bukti
pembavaran.

(26) Dalam hal terjadi kekurangan biava terhadap harga riil tiket moda
transportasi darat, maka pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan
penggantian  kekurangan kepada bendahara pengeluaran/bendshara
peogeluaran pembantu pada SKPD/Unit Kerja vang menerbitkan =1
setinggi-tingginya sesuai dengan standar vang telah ditetapkan sesuai
Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

{27) Dalam hal terjadi kekursngan biaya terhadap harga il tiket meda
transportasi udara, maka pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan
penggantian  kekurangan kepada bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu pada SKPD/Unit Kerja vang menerbitkan SPD,
sesual dengan biava riil.

(28] Dalam hal jumlah han penalanan dinas keluar dacrah provins teriyata melebihi
jumlah hari vang ditetapkan dalam SPD, pejabat vang berwenang dapat
memperumbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan,
apabila kelebihan tersebut bukan disebablkan kesalahan/kelalaian
pelaksana perjalanan dinas,

(29) Dalam hal jumlah hari perialanan dinas keluar daerah provinsi ternvata
kurang dan jumlah hari vang ditetapkan dalam SPD, maka pclaksana
perjalanan dinas wajib menyvetorkan kembali kelebihan uang harian dan
biaya penginapan vang telah diterimanya Kepada bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD/Unit Kerja
vang menerbitkan SPD.

BAB XIV ..
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(2]

(3]
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BAB X1V
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENCGAWASAN
Pasal 46

Pejabat  Yang Berwenang bertanggung  jawab  atas  ketertiban
pelaksanaan Peraturan Bupat ini,

Pejabat yang berwenang membatasi peleksanasn perjalanan  dinas
keluar  daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi,
kecuali untuk hal-hal vang sangat penting dan mendesak serta dalam
rangka pelaksanaan tugas pokok dan [ungsi SKPD guna pencapaian
program kerja dan kegiatan SKPD.

Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN dan Pegawai Tidak Tetap
vang melakukan kesalahan, kelalaian, kealpaan, pemalsuan dokumen,
menaikitan harga sebenarnya [mark up), perjalanan dinas rangkap (dua
kali atau lebih) dalam pertanggungiawaban Perjalanan Dinas yang
berakibat kerugian vang diderita oleh Negara/daerah bertanggung jawab
sepenuhnya atas seluruh tindakan vang dilakukan.

Terhadap lkesalahan, kelalaian, kealpaan, pemalsuan dokumen,
menaikkan harga sebenarnva (mark up), perjalanan dinas rangkap (dua
kali atau lebih) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikenakan
tindakan berupa:

a4 tuntutan ganti rug;

b. sanksi administratif;

c. tindalan-tindakan lainnyva sesuai ketentuan yvang berlaku,

BaAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47
Ketentuan-ketentuan bag ASN yang karena Jabatannya harus melakukan
Perjalanan Dinas Tetap dalam Wilavah Jabatannya dapat diberikan biaya
perjalanan dinas retap, vang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati tersendiri.
Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku * untuk
perjalanan dinas yang diblayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sintang.

Ketentuan mengenai perjalanan dinas ke luar negeri diatur dengan
Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 48 ..



Pasal 48

Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran |, Lampiran II, Lampiran
N, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII,
Lampiran [X, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII,
Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI dan LAmpiran XVIl merupakan
saty kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat ini.

Pazal 40

(1) Ketentuan-ketentuan vang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai
dilaksanakan sejak tanggal ! Januari 2022

(2} Ketentuan standar biava sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,
Lampiran I, Lampiran IIl, Lampiran 1V dan Lampiran V digunakan sebagai

pedoman dalam peryusunan RKA-SKPD Rancangan APBD Kabupaten
Sintang Tahun Anggaran 2022,

BAR X\V]

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada rangeal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang,

Diundangkan di Sintang
ada tanggal 9o Defensigt 2021

ARIS DAERAH KABUFATEN SINTANG,



LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : (AOTAHUN 2021
TANGGAL : 2o DEEMgRa 2021
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN
2023

RINCIAN BIAYVA TRANSBPORTASY

A. HELUAR DAERAH DI LUAR WILAYAH PROVINGI KALIMANTAN BARAT

HIAYA TEANSFORT | FLATA TRANBPORT
=] TUJUAN PRI AL AN AR PP (EMONOMI) FF (EBISNIS|
1 E = e
1. |MODA TRANEPORTARI UDARA

PORTIANAK JAKARTA 270000 4,350 0040
PONTLANAK YOOVARARTA 3,840,000 B, 00,000
PONTIANAK BEL AN 5,200,000 9, T3 000
FONTIANAK BATAM &, 380, D0 TS, )
PONTIANAK BANDA ACEH 5,800, D00 G G0 000
FONTIANAK BANDAR LAMPUNG F, 2000, D BT
PORTIANAK FEEAN BaRL 4,510, (0 B 240,000
PONTIANAK BiAK B, S0 0] 15,870,000
PONTIANAK DENPASAR 4, 0000 F8900,000
PONTIANAK JAMED 4,000,000 8,870,000
PONTIANAK JATAPLRA 4.100,000 18,320,000
FOMTLANAK MANADD 6,290,000 12,250,000
FONTIANAK MAT ARAN 4, TO0,000 B, 000 300
PONTLANAK PN 4 e, 000 &, L8000
PONTIANAK FALEMBANG 3,800,000 8.680.000
FONY LANAK PANOKAL PINANG 3,700,000 5_270,000
FONTLANAK MAKAIAR 5,200, O 00 0, 00
FRNTIAMNAK AENIARAND 3,70, 000 T
FONTIANAK - BOLD 3,900, D00 &,5a0, 000
POMNTIAMNAK ELIRARAYA &, 0, a0 8,140,500
PONT LAMAK TIMIKA B, S0, a0 18,850, O
JRKARTA BANTA AL & 400 MY 7510, M0
JABART A B K 500, D00 14,000, 000
JABARTA MEDAN 3, B0, 000 7 350,000
JABARTA PADAND 1,980,000 5,530,000
SRR T A FESKLILLE 2,420,000 A, A0, 000
JABAET A BATAM 2 BRI (00 4,860,000
TR BCAFET A - PEHAN BARL 000,00 &, SB0, 0400
JAEAFT A - JAMEBI 2460000 4., 00000
JARCATET A BAKDHAR LAMPLIRNG 1550000 Z A0 000
JHREARTA -  PFANGEAL FINANG 2130000 & Al (00
JAKARTA - PALEMBANG 20000 3, 800,00
JRKARTA MANILLIL] 4_B60,000 25,00
JAKART A - PALANOHARAYA 290,000 4,080,100
JAKARTA - BANJARMASIN 2,990,000 &, 250,000
JTREART A - BALIEPAFAN HaTWELO00 | _ TA10.000
TRIATET A — SEMARANG 1,180,000 3,880,000
JARARTA - YORTYABARTA 2,260,000 4,100,000
JAKARTA = AOLO 2,340,000 ¥.B60.000
JRKARTA - MALAND 2,680,000 4,590,000
JAKARTA ~ SURABAYA - 3,670,000 5,450,000
JABARTA -  TERMATE 660, 000 100, CH0e0 00HD
JAHARTA - DENPASAR 3,460,000 5,300,000
JAHKARTA - TIMIEA = 7450, 000 13,830,000
JAEARTA - TARAHAN 2,636,000 5, 000, 0000
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JAKARTA - BATARAM 3,200,000 5,310,000
SARAFTA - RUPASNG 5000, 006 &4 L 00
JARSPTA = WARASSAR FRO0 00 TS0 OO
SARARTA FaLu S, 110,000 G 3=0000
JAEARTA - KENDARI #, 150,000 7 AR50, 000
TR T A - JERONT ALD & 0E0 000 T 230,000
SARART A& = MANADC 5. 100,000 10,820,000
JAKARTA - AN F.0E0,000 15,280,000
JABARTA - JAYA PLRA B 150, DD 14, 560,000
JAKART A AT IO AR 10,320, 16,220,000
JAHARTA EANDUND L 476,000 2,060 00
TRANBPORT AR LAMFUT AN L CHI ] 2,000,004 |

" 3 MODA TRANSPORTAS! LAUT
FONTIANAK - SJARARTA/SEMARANG KLS 1/ VRS LB ()0 -
PONTIANAK JARART A SEMARAND (BRI KABIN| L2308 008 .
BONTIAMAK BLIRARSYS L2 | YirFA 2. 180,000 N
POMTIAMAK BURARBAYA KL= | WIFB 1,850,000 -
PONTIAMAR SURADAYS (ERGHOMT KARIN) 1,800,000 s

[ 3. |MODA TRANEPORTAS! DARAT (BUS/ KERETA Ary
JAKARTA BANDUM () 0 (W0 1
JARARTA BOOGRE [FEH -
JARART A = WL &0, WD .
JARRTA - CYOGYARART A B30 =
WJAKARTA - SEMARANL 538 008 .
JAMART A BURADSTA SS0L0H00) -
JAKARTA CIREEOMN =T T -
JAKARTA MEALA NG 0 ) =
JARARTA CILACAF J12.000 -
JRKARTA BERAS] 400, 100 e
JARARTA PEMOY 50000 ¥
FAHARTA TakOERANG 570,000 -
JAKARTA TANCERANG SELATAN 70000 =
JAHARTA FEFLILA AN SEFIHEL o, D
TRANGPORTAS] LANJUT AN S04, DO

B, EELUAR DAERAH DALAM WILATAH FPROVINSI KALIMANTAN BARAT

BANTUAN BLAYA
O TUJUAN PERJALANAN TRANSPORT FP KETERANGAN
iRyl
1 2 3 »

SINTANCE POMNTIANAK 1E0r ik | PESAWAT UTaafes
HINTANG - PUTLSSEEAL S0, Devck
SINTANG EETAPA NG Erflid, Ll
FONT IANAL - KETAPAMD 1. 200,600
BINTANG PONTIANAK THO DO | mESTIAHAAN ARAT
SINTANG STNGRAWANG 411, B0
BINTANG TUEC R A A O B0, 000
SINTARCG SAMEAS Fuf_ln_._ﬂ-:'l-:b
SINTANG MEMPAWAH 350,000
SINTANC HOABANG 2500, I
SINTANG - RANGGAL 2040, 000
SINTANG SERADAL 150,000
SINTAMNG = NANGA FAINOH 15, ol
SINTANG - PUTUESIBAL S0, D0
BINTANG - KB Eaks S0, D
PONT LANAK - KETAPARN(G H50,000
POMTLAMAK KAYOMNG UTARNA E20.600

C REDALAM ..



C. KEDALAM DAERAH KARUPATEN SINTANG

ND

BANTUAN ELATA
TUJUAN FERIALANAN TRANSFORT PP HETERANGAN
{Rg}
3 3 1 =
KE DALAM DAERAN KABUPATEN SINTANG CITEAY ARRA R
il i A 300,430 [SECARA L=
ElHT-ﬁ-HE- = EENAA HITLU A0, GO0
EINTANG BAFMGA) TESEL 1AM i [T
EINTARG = MANCGA TEMPLIN 4K Rl e
BINTANG + TANJUNG RI& a0 060
SINTANG FENYAR LALANG HES HO0
SINTANG = MANGHE Al A% 000
HINTANG - NARGA TERIDAH 300,000
SIMTANC = MANGA RETLURGAL AF0000
SINTANG WIRAYLDA - 860,000
SEMTANC = BUNGAI MSal 00,000
HLNTANT - MANGE SERAWA OO, 000
BINTANG = WANGA KEMAMAL 060,000
KE DALAM DAERAN RANUPATEN SINTANG DA RECAM ATAN TE DESA

SINTANDG TRRTONL S a D
SINTANG TELLK KELASSAM 15000
RINTANG WMUNGOLK BANTOR SO
BINTANG = BUNGAL AN 30,000
BINTANG = WERT] GUNA 10 000
SINTANG - TANJUNO HELANGAM 40, 000
SINTANG = CANGORARJAYE il (W}
SINTANG - LALARG BaRL 55,
SINTANG =  TEEISG BAYA Ll 4]
BINTANG MAIL JAMPONG 40,044
SINTANG - JERDRA SATL 15,004
SINTANG - REBAD BARU 25000
KEBONG -  MERFAR 5000
KEBONG - BANING PANIANG b5 000
KEBONG - I ENEAID PANJANG #5400
KEDON G - SUNGA) MAKAN 65,000
RESCNG - BERAN LEBANG 0,000
KERON G PELIM Pt 55400
KEBONG BENOIRLIANG H00_ 000
HEBON G — HAKCA LEHANC £ 15 000
KEBOND - SUNGAI PURA] 0E_ K]
KEDGN G GEN BA RAYA 0000
KERONG - KABYA JAYA BAKTI 135,000
KERON G RiAM CHFD daY A Laa.000
HERONG = LANDAL KODAR L20 a0
HEBONG -  BUNGA] LA 120000
HERORG = - EUNG&] LAES Rk 100
KEBONG - KELAM SEJAHTERA 25,000
SINJAT AULL =  BAMSA] HILIR 15,0
BIHJAI HULLY MENSIRL 25,000
BINJAT HLLL - TELAGA SATL 10,000
BIM-JAE HLALL =  TFRLaGa DA 3.5, Celd
Bl NJAT HLLU - CBRUNGA| FISAR b el 0
BiNJAT HIJLD DAR JANA 25,000
BIFJAI HULL - AMPAR BEDANG 35,000
BIfilAl HLLU - BLUNTAL FISAF MENSING BERSAT 45,000
BINJ Al HULL -~ EMPAKA KEBLAU RAYA 45,000
BIMJ AL HULL - BIMEA RATH 201,000
BAIMCEAL L) RANS| OARAN 45,000
LUMGAL L - GURLING KEMPADIK 1, ity
SUNGAL LKIH - BANCDH (el ()




i S 4
SUNGA UK ROBAL Gl () _[
BUNGAT UKO! BAYA BETUNG 130,000
SUNGAL UKG BONET ENGRASANG 130000
BUNGAL UKD BONET LAMA 130,000
SUNGAI UKOI RARAI 175006
SUNGAI UKO Saxal .00
SUNGAL UKG! MELATAND 3AKI 134 006
SLINCEAT U LEBAK UBAE Ladufn
SUNCAL UKoy SCLAM FAYA 130,000
SUNGAL LEOE - MERARAI SATU B5.000] "
SURGAI UKOI MERARAI DUA G500 ]
SLNGAL LIKOE Al sg AR TILOH
SUINCEAT LRI MANTER TN
SUNGAL LK PAREMBANG 0000
SUNGAI UKDL - PANJERNANG 180,00
SUNGAI UKOl - PENJERNANG HULU 140,000
SUNGAIUKCI - RIAM KIJANG 55,000
SLINGAL UKOGI BATA MULYA 1203000
SUNGAIL UKDI - LAMAN RAYA £5 000
SUNCAIUKO! - SABANG SURA 8 (00
HUNGAI UKGH - WALALAGUNG 35000
BUMNCGAT LI KonNYAal 15000
WG, TEMPUNAK - TANJUNG PERADS 135000
NG TEMPUNAK GURUNG MALL 4 10, LK
WG TEMPUNAK - SUKA JAYA 140, 0
NG, TEMPUNAK BENUA BARL 275,600
N, TEMPLINAR PLILAL davs, 205, 000
NG. TEMPUNAK KLALA TIGA 275,000
HG. TEMPUNAK - MERT] JAYA 0000
NG. TEMPUNAK - BENUA KENCANA 416600
NG TEMPUNAK - MENSIAP HARL 275000
NG, TEMPUNAK FARIAAND BARL L3R (0
NU. TEMPUNAK. - TINUM BARU 20000
MO, TEMPUNAK KENYAHLR BARD 200,000
NG. TEMPUNAK - PAGAL BARL 200000
NG TEMPUNAK - PANORAL BARU 275,000
NG. TEMPUNAK - REPAKSARI 10,000
NG TEMPUNAK - MENCGEURAT BARL 170, 0K
HG. TEMPUNAK - BALAI HARAPAN A3.000
NG, TEMPUNAK - TEMPUNAK RAPLAS 45,000
NG, TEMPUNAK . RIAM BATU 3 16,000
HO. TEMFUNAK FUDAL BERSATU 275,000
NG, TEMPUNAK RLPAN &Y A AT5.000
B TEMPUNAK SUNGA] BULUH 40000
NG, TEMPUNAK JATA MENTAR 4 {000
M, TEMPUMAK PERULAL BERSATU 340000
HO. TEMPUNAK MENSIAR JAYA 135000
TARUNG REA ENSABANG F10000
TANJUNG RIA TEMIANG KAPUAS 155 £00
TAMIUNG RIA HEMNYAURK 188 000
TANJUNG RIA NANGA LIBAL 270 000
TANJUNG RIA MATT HILIR 155 fon
TANJUNG RiA SIRANG SITAMBANG 138,000
TANJUNG RIA SERLIBANG 260,000
TANJUHE BLL LEMLINTAL a3 L& 200
TANJUNG RIA LENCRENAT 55.000
TARJUNG RIA SERLLANM TIMEAT 230000
TARJUNG RLA BERMAYAL 2R 000
TANJUNG RIA SINAK PERATAL 275 000
TAMJUNG REA NANGGA PARI 200
TARJUNG HEA MANIE BAYA 100000
TAMJUNG HEA BULUH KUNING 1710000

TAMJUNG RIA ...
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3 &
TANJLNG RIA TEMAWAG MUNTAT L&S5,000
TAMIUNG RIS TAWANG SAR] 200,000

_EAMUNE HEA GERNIS Ay s Alonn
TARFUMNG RIA PAHH BENUA 110,000
TANIUIMNG RIA Ay L, O
TAMNFUNG RIS - - SUNIAT EAYA =0,000
TANJUNG RIA TANJUNG HLULU 45,00

“TAMJUNG RIA - BARGLN SERATD 270,000
TARJILING RIA - BUXAU BERSATU 20, e
TARMILNG RIA - KEMANTAR 275, e
TAMIUNG 214 - PENINGSUING 230,000
TAMIUNG BLA BEPULUT 1.0, Dol
TANJUNGRIA - TEMAWANG ELLAI NG5, 000
TARTLUINGE RIA SUNGAL BECAN A% 5, [
TAMIUNG RIA. - TANJUNG BALAL 160 000
TARLILING RIA - WO SEPALE 4T}, [0
TARJURG EUA - LANDAU PARIARG 275,000
TARIUNG RIA .~ BINAR HARAPAN 1621, (Wl
TAKILUNG RIA - FIAM KEMPATIN 2000
TANJLING FlA HARNCIA LAT NG 230,004
TAMJUNG R4 LIMAL HAKT] 275000
TaAMI NG 1A - TANIUNG MAWAKO TR 000
Tiab LN mia BRI BARL 9% 1on =k
TARJLUING Ria SUNCA] JALNG R0 000
B0, KETUNDAL - KENLUAK 165,004
B0 KETURGARL - NARGs MERKAE 205 008
HiG, KETURGAL - RlRNYURUK 205,000
MG, KETUNGAL - SUNGAL MALI 65000
RO, BETURGAY: - SETUHOEUF 165 000
P KETWUNOAL = NANGHA SENRAK 240,000
RO, KETURGAU  «  SUNDGAL DERAS 0406
G, KETUNGAL - SEMUNTAL 245000
PG, KETUNGHRL - BENIBAUNG L&5 000
P RETWRGAL TN LN ERS LI NG 50000
MO KETARGAL - [BAUNG SENGATAF &S 0o
RO KETURNOAL -  SEMAJAL MERAR A0 06
MO KETUNDALU - BELUN MULYD 0 uud
PO RETUNOAL BATU AnFraR S R LN H]
Pl KETUNGAL = BUIKIT SICi 5000
MG, KETUNCAL -  BETUERG PFERMAL Ao
[, KETUBGAL - JENTAWANG HILIE L 10,000
O, RETUXNOAL BT MCARDH L ERHTH]
P, ST LI AT REATL DAMAL 45000
P, HETUNGAL =  LEFPLUNG PANT AK 185,000
fO. KETUNGAL PAMPANG DU 365000
Dl RISTARINGAL - WU H.E.M;.'T LG A
PO KETUNGAU  « MAUNG 65000
WIRATULA - TANJUNG BAR §45.000
WIRAYUDA < PANDING JAYA 200,000
WIRAYUDA TERTA RARYA 1900
WIRAYUDH o WANA BEARTI B0, (0
UMRAYTITA BN Tai'y A =2 Bl
WIRAYUTIA - GUT J8YA BHAKRTI 6.5, M}
WIEAY UL MEARTEA HAYL ECTENE ]
WIRSYUDA S WHER SA M Sy, D
W RAY LT BRI ELATS LAY A 00, 000
WIRATUDA - ARGG MLLYD L 16,000
WIRAYLITIA PANCC AGLING 260,000
WIRATIFDA KERTA SARE AT
WIRAYLDA s LANDAL BUEAYA 330000
WIRAYLIDN - KAYWY DUJURG LY, (eI :
WIRAYLIDN - SENANCIAN KEIIL L5, Do
WIRAYLIIRL -  BUMCA] AREH 370, G0

WIRAYUDA .
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WINATLOA MUNOGOUK GELOMBANG 310,000
WIRATUDA LULUN LAWARG 50,000
WIRATULA NANGA KELAPAN A0, 000
WIRAY LTI PAHGE HUGLIR 20 O
WIFEAY L L BAKTI SEMARLING b ol 1
WIRAY U DA, ENGEITAN 110,000
WIRAYUDA LANDAL TEMIANG 200,000
WIRAYLIDA PADUIND ALV AN B0

h WHRAYUGA RADIN JATA 145.000
WIRAYULA SENANGAN JAYA 145000
WYRAYUDN KATEL BERANGAN A5 00
WIRAYUDA SEMAREH A30.400
SUNGAI PISAL BENANING i 30,000
SUTHOAL FISALY JAEA F45.000
=R NCHAl FTEAL MANDIA BAYAN 10,000
SUNGAI PISAL SEFILUK 15,000
SLNGA| PISAL SLINGAT SERLA 175,000
BUNGAl PIBAL SERALAK 295,000
SUNGAI PFISAL EMPURA 410,000
SUINGA! BISAL SUAK MEDANG 410,000
SUNGAI FISAL SUNDAI BUGALU 155,000
SLNGA] PISAL MANGA BUCAL 20k, QTR
SLINGAT PISAL EMPLINAK TAPANG KELADAN 17500
SLINGA] PISAL SEHETL'NG PaLUK SR 000

| SLNOAL TISAL MU KAN PIETTNG 175 044
SLNDA] PrsAL NANGA SERAWNND 4 10
SUmGAl PISAL SERALH & 10 000
SUNGA] PISAU BERUAN LUVAND 00,000 |
SUNGAI FISAL RASAL 195,000
SUNGA] PISAL MUNGGLE ENTAWAK 410,000
SUNGAL PISAL EMBALIH 410000
SUNGAI FISAU SEELILUH 105,400
SUNGAI PISAT RIAM SEJAWAR 105,000
SBUNGAL PESAU EROEERLI (AR5 (N
BUNGA| FISAL EUNGAI KELIK 245,000
EUNGAL PISAL 138 210,000
SUNGA| PISAL ELINGAL MAWANRG 210,000
BUNGAL PISAL UJUNG KREMPAS 245, 0040
SUMNGAI PISAL NERAC] JaYA 175, 000
SUNGAl PISAL SEJAWAR & 10Oy
PEMTAK LALARG HANGA JETAK i
PENTAK LALANG QANTIS 105,000
PEMYAK LALANG S| WAl 115,00
FENYAK LALANG PENGIRA AN BARL 105,000
F"-Ed'l'fd{ LALANC LUMeOARS BARL T L0
PENYAK LALANG ROUK 150,000
FENYAK LALANCS TACK 115,000
PENYAK LALANG EMPALC] 115,000
PENYAK LALANG MENALMNG BARL 125,000
PENYAK LALANG BAEAS 145 00
FENYAK LALANG EMPARL BARL I REW LR
PENYAK LALANG MANGAT BARL 1250041 |
PERYAK LALANG MANCA [FEIIAR 25 O
PEFY AR LALan PEMGRA AN SLNCHR] BT 5, (X
PEMYAK LALANG EUBLPANL 45,000
PENYAK LALANG LUMIN JAYs 145, 004
PENYAK LALANG MEREMPIT BARL 1770, 00
PENYAK LALANG SUNDAI TAPANG 70,000
PENYAK LALANG . DEDA] KANAN =5 000
PEMYAR LALANG -  GANDIS HULU 195,000
PESYAR LALANG HULL DEDA] 0,000

FENYTAH LALANG ...




o

FENYAR LALANG APIN BARL 3,040
PENYAK LALANG JANGEANG T4, (el
PENVAR LALANDG HELINYLUK SIHAL 145, Hm0
PENYAR LALanG MENCIIFAL JAYH 120,004
PENYAR LALARND TERLS AR 125 Gk
FEMNYAR LALANG TARJUND Tk
PEIOYAN LALAKG BATU LANTHING TOAHGG
PERTYAK LALANG AANTAK 1104004
PERTAR LALANG MANT AR TO,400
WG MAL J AN B &0, 600
M. MAL MENT LAl &0,000
MG, MAL HATAL TEDEDAR 215,000
MO, WAL TUSUR FAOD0
MO MAL HYAN R TLE BB
et WEAL MANGA TlRah Qi e
HE WAL MELINGHRAT 205 000
MO WAL FELALR LU
MO WAL KERMTA =ran 1715, 0440
NG, kAL .‘.-L!N-E:I-HL'A'EA i b T
MG, MaAL PAKAK 2350040
Mgk, WAL TERTUMN kAL 155005
N3 WAL BUNGAL SINTANC 08 400
NG, Mal ALNGAT GARTTHG 5. G0
MO WAl FACH SN T fun
N MAL JAYA SAKTI &5, 000
N MAL MEHAR MARDIE 0,400
MG, EALr LANDAL BERINGIN Tho00
MO AL KARYA BARL) Th,000
MO AL BUKIT SEGALDH 45, 00
MG MAL EMGRERANEAN T, B
MO, MAL LALANG | NGIHAR T o0
MO, ML L MO AN PERIA 45, LMY
M pEALE SLINDIAL MENLIANG 45 (el
NE. MAL NATAl LESURNG T
MO MAL BEGENTRS O AL 205, 00
MG, WAL ELIMGAL MANAP 235600
N3, MAL LEasiC B ML G, G
MO, MAL SANGA L1Tal B0 A
MO AL M ENGHIRA] 15000
HE, MAY TARILIN G- KELILI NG I 15,000
W MAL BULLUK JEGAMA A5, 000
RO WA BULUK PANJANG 45 4100
MO AL TARJUNG FUT Al 454000
NG. MAU SUNGAI EMANG 155,000
MG MAL ELUNGA] MITATA im0
NG, WAL KEMFAS RAYA 05 00
HO Mai TPOH BdANG 0,000
M MA SUMNCA] PEFOGA M50
NG WAL EaTU NETAR FaG.au0
NG MTAL NERAN BHAY S 1as don
NG, WAL MONBAL HEGUNUK I 000
NG TEDIDAH EM TN 504100
MG TEEIDAH TANJLNG BLROA FRile i clale]
NG TEBLIOAH NANGA PATAK 165,000
WO TERIAW HANGA TORAN 245,000
WO TEBIDAH TeLacd Poarel o nirs Bl KD |
HG. TEBIDWH (T I [L Wi iad
NG, TEBIDAH LENTANG TUMBLR 195,000
0. TEBIDAH HANGS MAZAL 570, 0040
NG TERIDAH MANGA LNGAT LE0, 000
NG, TEEIDAH AR ABA] STUa00

NG. TERIDAH ..




4

5 A
Mi: TERIDAH MANGGA LAAR AE0, 000
NG TEBIDAH - RLARY MLUINTIE TA0, 0L
MO TERIDAH NANGE TONGOO| A5, Dy
NG TEBIDAH - NANGA DFAN 135,001
NG TERIDAH TORAK LN w000
NG TEBIDAH - HANGRAR LERTAR 200,000
RO TERIDAH TORAN MANGA 5,00
NG TEBIDAH - WMADAN JAYA 35,000
NG TEBIDAH - TANJUNG MIRL T, D)
M. TESIDAH = BULUH S1ERINDL 275,000
NO. TERIDAH - EMPAKAN 200,004
NG TEMIDAH - BMPOYANG 120,004
WO, TEBIDAH - MARAHAL PERMAI 1 A.000
MG, TEEIDAH - TANAM MERAH L35 000
MO, TEEIDAH - KERAPUK JAYA 810,000
WG, TEBIDAH ~  MERAH AR S25,000
M. TEBIDWHI = TARRNCE BMANLTA 475 000
NG TEBSDAH = LANDAL BARA 3,000
MO, TEBIDAH HANGA TAMPANG 744,000
Nk TEDLDAH ~ KEBARAL A% 000
NI SERAWAL = NANDGA MENTATAL 185, 00
KO SERAWAL - HEDAHA 05,000
MO SERAWAL BECOE] 101 0=t
P S ERA WA PRCAR LERATA 130,004
MG SERAWAL TCINTARNE] 100
M SHITRAW AL HARYA IAYA 145000
MO STEAWAI NANGA MY E30_000
M SENAWAL BUNTLT PONTE S48 000
i, SERAWAL BARAS WABLN 410,400
ML SERAWAI s NANGE SEGULANG 245 000
N, SERAWAI «  JELUNDUNG 440,000
Wi, GERAWA] - TARJLUNG RAYA £5,000
MO, SEMAWAI - TAHAL PERMAJ 185,000
N SERAWA] «  MERAKC J&YA 245 000
Nk SERAWA| EAWANT AENGHLANG L0k G0
M 5 ERLA WAL TUMAS HARAPAN L5, (et
NG SERAWAL TELLK HARAPRAN 135, v
MG SERAWAL CURLINCH SEN L] AN i, D00
MG SERAWAL + TAMIURG HARAPAN LRIEEE ]
M RERAWA - RANTAL MALAM S0 0CHE
. SITRA WAL MENTA 245,006
MG SERAWA - HANCR HIHE 100 OCH
MG, SERAWA TLAMCIA TERLINGA] ZV5A400
P SERAWA TALIAN ShHABRLNG {an, a0
0. SERAW AL - HLSA TUJLIH LA T ]
M. SERA WAL M ANCIA RUHAN 230,400
3. SEEAWAI - PMERCHCO A30,000
Fich, GERAWAI «  PESEASAN 50,000
ML, SERMAWAL - TAMAKUNG 165400 i
MG, SERAWAL - LIMEUR BERNAUNG LESTAR 145,000
Mih, SEFAWAL «  MENSULUND BID TS 00
MO, GERAWA - EABHANC LANCARN 195 00
M. SERAWAI - NARGA TANGOI FE5 000
M. SEFA WA BATL! KETEDMUEG 150,000
PCh. IR A M ERAR S8R A0.000
Pl - SRS W, | PLIAKA KOTTA A0 L1000
RO BEFA WA - TAkdL=G BaRy SIHICITETR
MG KEMAMNGAL - han‘..ﬂ.;.wu.-.'._nL 135 400
MG, BEMANGAL -  [ARGA SAKE FT5.400
PG KEMANTIAY TAMIUNG ANDAHN S50, D00
WO KEMANGAT -  BUNTUT PIMPIN 4 70 O

N HEM ANGAD ..




=
MO, KEMAMTA| KEPALA JUBDAI B20.000
NG KEMANGAT MANGA RESANGE 470,000
NG, B AN A MANCA MITAK DN 550,000
K. KEaN o] BN T LT SA TN BE0 00
HE. KEMAMN A NN GA KEREMITE 340,000
KO KEM ARG PR, PETIA N T AR = 50 DM
WO RCEMLAR A LM TUT FMURUN BIE OO0
N0 KEMANGAL HANGA SR & | ), W0y
MG KEMAMGAT - HANCA PAENT O8G] T5H 5 (O
N KEMANGAL - CRLINGAD TARIRL N BE5, M0
Pl KEMA N RIAR B4 B RS G
MG KENIAMCIA] MANGA L8] 250,000
N KEMA KA WERSLANG 475000
N KEMANCAI CRAHT A DHLIN (3 475,600
WO KEMARCAL LR EARY T Mo (R ERAE ]
HO KEMANCA BURIT TG 1 [0, Celeid
NG HEMANCAL BAIOAL TR 135, (a0l
WO KEMANGA] KUEA KORING 135000
NO. HEMANGAI - PURLT BERIET 5000
M, KEMANGAL - PG BARHARG £73.000
Pl KEMAMNGAT - PATIH JERARA, FrA 000
Pl KEMANGAI - KORONG DA% BA0LG00
W KEMARGAT - LUFING MINGAN SA0.000
NO. KEMANGAIT - WoLapdam Juor 550,000
Ml KEMANGAL - HANGA RADE =10, 000
HO KEMANGAT JEMOHARANG B35, 000
NG EEMANCAL DEME 7 S, Cellely
B KEMANGAT NANGA PAHAMOAN B2, DOy




LAMPIRANII - PERATURAN BUPAT] SINTANG

NOMOR 120 TAHUN 2021

TANGGAL : 2o ofoemt 999

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGKLUINGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG . ATAB  BEBAN  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

RABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN
2022

RINCIAN BIAYA TAKSI DAR] DAN HE BANDARA /PELABUHAN
KHUSUS PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH

BIAYA TAKS] |
HO RALAN BATUAN PP HETERAN GAN
iRp)

_ 1 2 b | ] 5
1. |PROVINS] ACEH OT 240,000 |DIBAYARKAN
2. | PROVINGI BUMATERA UTARA o 460,000 [sEcars LUMSOM
3. [PREOVINSD RIAL OT [ B0, D00
&, |PROVING] KEPULAUAN RIAU OTF 2AT0, 000
¥ | PRONVINST JaMBI T SO0
6. |IPROVINSI SUMATERA BARAT OT 350,000
7. \PROVINSI SUMATERA SELATAN T A0, OO
8. |PROVINS] LAMPUNG aT 330,000
9. |PROVINSI BENCKULL O 0, GO0
10. | PROVINGL BANGEA BELITUNG oT 180,000
11. |PROVINSI BANTEN oT B0 000
12, |FROVINST 1awas BARAT oT 330,000
13, |PROVINS] DKL ._TAEQ.RTA T S L0 R
14. |PROVINSI JAWA TENGAH oT 150,000
15 (PROVINSI D.I, YOOGYAKARTA 2 230,000
16, [PROVINGD JAWA TIMUR T 380,000
I7. [PROVINS] BALL oT 10,000
LE. |PROVING] NUSA TENGOARA BARAT oT 4/0, L0
15. [PROVINS] NUSA TENGGARA TIMUR oT 210,000
20, [PROVING] EALIMANTAN BARAT T ST0000
Z1, |[PROVING] HALIMANTAN TENGAH oT 220 000
22, |PROVINSI KALIMANTAN SELATAN oT E0O0L 000
23, |PROVINGI KALIMANTAN TIMUR T i, (O
24 [ PROVINS! KALIMANTAN UTARA (61 2H 00
25, [PROVINS] SULAWESI UTARA T 270,000
26, [PROVINSI CORONTALO oT 280,000
27 |PROVING] SULAWESI BARAT OT EL D)

28, |PROVING] SULAWEST SELATAN oT 290000
29. [IPROVINS] SULAWES] TENGAH oT 330,000
S0, [FROVING] SULAWEST TENGGARS ! oT A40 000
1. | PROAVING] MALUKL ar SR, 000

J2 | PROVINST MALUKEL UTARA aT & 30 D00
33, [PROVINS] PAPLIA oT BA, 00
34, [PROVINS] PAPUA BARAT 360000

i




LAMPIRAN Il

NOMOR

TANGGAL
TENTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG
: fot0 TAHUN 2021

A0 OErBMRRA 200

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN
2022

RINCIAN UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

A, RINCIAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN

UANG HARIAN |(OH)

e TRATAN DALAM DABRRAM| LUAR DAERAN
1 2 3 4
. | PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 150,000 380,000
Dlarag Makan 53.500 133,00
Uang Saku &0, D00 152, 000
-  Transportasi Lokal 37.500 GG, O
. [PERJALANAN DINAS KELUAR WILAYAH
PROVING] KALIMANTAN DARAT
1. KALIMANTAN TENGAH 360,000
= Unng Makean 126,000
- Wang Saku 144,000
[ - Transportasi Lokal Q0,000
2. HALIMANTAN BEELATAN 380,000
- Uang Makan 133,000
- Uang Saloa 152,600
[ = Transportast Lokal 95,000
'3, KALIMANTAN TIMUR 430,000
= Uang Makan 150,500
- Usng Saku 172,000
- Transporiss Lokal 107 500
4. HALTMANTAN UTARA 430,000
- Uang Malan 150,500
- Usng Saku 172.000
- Traneporias Lokal 107 .50}
& D.E.LJAKARTA 530,000
- Uang Makan 185,500
- Uang Saku 212,000
- Transportasi Lokal 132,500
6, JAWA BARAT 430,000
- Usng Makan 150,500
- Uang Salo 1'.'-"::,003
- Tranaportasi Lokal 107 50
7. JAWA TENGAH 470,000
- Usng Makan 129.500
Usng Saku 148,000
: T.—.:apunaﬁ Lokal 23,500
m|m
8. DI YOGYAKARTA
~ Uang Makan i:; :000
. P lﬂEHCH}D
- Transportasi Lokal bt




e
9. JAWA TIMUR

410,000

- Uang Makan 143,500

= Uang Saku 164,000

- Transportasi Loloal 102,504

10. BALT 480,000
- Uang Makan 168,000

- Vang Saku 192,000

- Transporias: Loksl 120,000

11. NUSA TENGGARA BARAT 440,000
- Uang Makan 154,000

= Uang Saky 176,000

- Transportosi Lokal 110,000

12. NUSA TENGGARA TIMUR 430,000
- Uang Makan 150,500

+ Uang Saku 172,000

- Transportasi Lokal 107,500

13. BANTEN 370,000
- Uang Malar 129,500

- Uang Salu 145 000

- Transportas Lokal G OO0

14. ACEH 360,000
= LUnng Makan 126000

- Uang Saku 144,000

- Transpartas] Lokal O} _ O

15. SUMATERA UTARA 370,000
Lang Malarn 129,500

Uang Saki 148,000
Transportasi Lokal 92,500

16, RIAU 70,000
- Uang Makan 129,500
Uang Saku 128,000
Transportasi Lokl 9'.2,5&“(;&_

'17. KEPULAUAN RIAU 370,000
- Uarng Maksan 120 00

- Usng Saku 18,000

- Transportasi Lokal 92,500

18. JAMBI 370,000
- Uang Makan 126,500
Uang Saku 1 ek 0

- Transportasi Lokal 92,500

19. BUMATERA BARAT 380,000
| - Uang Makan 133,000
| - Uang Saku 152,000
| - Transportasl Laokal S5 000
|20, SUMATERA SELATAN 380,000
- Usng Makan 133,000
Uang Saku 152,000

| Transportasi Lokal 3,000
'21. LAMFPUNG 380,000
~ Usng Makan 133,000

- Uang Saku 152,000
Transportas) Lokal o5 Q)




ZZ, BENGHKULU

JR0,000
Uang Makan 133 000
- Uang Saku 152,000
- Transportasi Lolkal o 000
23, BANGHA BELITUNG 410,000
- Uang Makan 144,500
Uang Salu 164 000
Transporiasi Lokal 102,500 |
Z4, SULAWESI UTARA 370,000
Lang Makan 129,500
- Hang Salkm 148,000
- Transportasi Lokal 92 EO0 |
Z25. GORONTALO 370,000
Uang Makan 129,500
- Usng Baloy 148,000
- Transportasi Lokal 52,500
26, SULAW ESI BARAT 410,000
Uang Makan 143,500
Varng Sabo 164 000
Transportasi Lokal 102,500
27. SULAWESI SELATAN 430,000
- Uang Makan 150,500
Uang Saku 172,000
Transportas Lokal 107 5040
28. SULAWESI TENGAH 370,000
- Uang Makan 129,500
- Uang Saku 148,000
- Transportasi Lokal L3500
29, SBULAWESI TENGGARA 280,000
= Unng Makan 133,000
« Uang Saku 152,000
Transportasi Lokal 95,000
30, MALUKL FB0,000
- Dang Makan 133,000
- Lang Saku 152,000
- Transporiasi Lokal G5,000
31. MALUKD UTARA 430,000
- Uang Makan 150,500
= Uang Saku 172,000
- Transportasi Lokal 107,500
32. PAPUA 580,000
Unng Malcan S8, 000
- Uang Saku 432,000
Transportasi Lokal 145:&}&
33. PAPUA BARAT 420,000
UVang Makan 168,000
Usng 2aku i_ 92,000
- ‘Transportas: Lokal 120,000




B, RINCIAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LAINNYA

UANG HARIAN (OH)

NG URATAT
l DALAM DAERAH LUAR DAERAH
- % £3 9} 3 4
1. |PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH PROVING] |
HEALMMANTAN BARAT 1230, Oy SO0, D
Uang Makan 42,000 105,000
- Uang Saky _ 8.0 120, 000
Transportasi Lokal L 30,000 75,000
. PERJALANAN DINAS KELUAR WILAYAH e
PROVINS! HALIMANTAN BARAT
1. HKALIMANTAN TENGAH 280,000
~ . Usng Makan FER|
Uang Saku 113,000 |
Transportasi Lokal 70,000
2. HALIMANTAN SELATAN 300,000
Uang Makan LOS, 000
Uang Saku X 1240 000
Transportasi Lokal 5000
34, HALIMANTAN TIMUR S40,000
Uang Makan 110,000 |
Uang Saku 136,000
Transportas] Lokal 85, 000
4. HALIMANTAN UTARA 340,000
- Uang Makean LIS 0
- Uang Saku 136,000
- Transportsai Lokal B S, O
5. D.EL JAKARTA 420,000 |
Ueng Makan 147.000
- Uang Saku LEE, G0
Transportasi Lokal 105,000
6. JAWA BARAT 340,000
Lang Makan 115, (HM,)
Uang Saku 136,000
- Transporiasi Lokal E'fv.t.'lf.l-t:l
7. JAWA TENGAH 290,000
- Uang Makan 101,500
- Unng Saku 116,000
— Transportasi Lokal 72,500
8. DI YOCVAHARTA 330,000
Uang Makan 115,500
Uang Salku 132,00
-_Transportas Lokal §2,500
9. JAWA TIMUR 320,000
- Uang Makan 112,000
UE.I"IE. Salkqi 12-5,.[‘"}'3
- Transportas: Lokal [T H0, G0
10, BALT 380,000
Lang Makan 1332 000
Larg Saalev 152,000
Transportasi Lokal OS 00
11. NUSA TENGGARA BARAT 350,000 |
Uang Makan 122,500
- Uang Saku 140,000
- Transportasi Lokal 87.500
12, HUSA TENGGARA TIMUR 40,000
. Uang Makan 119,000
e 1";&|-|II-EFE“J‘U 136, DCHD
- Transportasi Lokal 835,000
13. BANTEN 20,000
T La.ﬁi, Makan = 101,500
Uang Saku 116,000

- Transportas: Lokal

72,500




14. ACEH

Usig Enlu:.n. nagug*ggg
- Uang Saku 113,000
Transportasi Lokl T0.000
15 SUMATERA UTARA
- Uang Makan _%%
- Uang Saku 116,000
- _Transporeasi Lokal - 72,800
| 16. RIAU El
| - Unng Makean 21{:?1‘.{’5%%'
- U-E.I.':E Saku 114,03
I~ Transporias Lokal g
7. REPULAUAN RIAU 290,000
| - Uang Makan 101,500
= Unng Saku 116,000
- Transporiast Lokl 72,500
18, JAMBI 290,000
___ - Unng Makan 101,500
| - Unng Saku 116,000
| - Transportasi Lokal 732 500
"19, SUMATERA BARAT 300,000
- Uang Makan 105, 00
Uang Saku 120,000
. Transportas) Lokl TR SEHO0)
20 SUMATERA SBELATAN : 00,000
- Usnpg Makan | 105 000}
Uang Sakuy 120,000
']']‘H.na:pnrtasci Leabeesl TS 00
21, LAMPUNG SCID,
Uang Malcan ]ﬂﬁ-\.':lgg
Uang Saku 120,000
Iransportasi Lokal 5,000
E, BENGHUILU 300,000
Lang Makan TS D00
Uang Saky 120,000
Transportasi Lokal 75,000
23, BANOKA BELITUNG 320,000
Uang Malkan 112,000
Lang Saku 138,000
- _Transporeasi Lokal B0, 000
24 BULAWESI TTARA 200,000
[ Uang Makan 101,500 |
= uﬂ.ﬂ& Saku 116 000
| . ‘Tranzportas Lelkal i, B
‘28, GORONTALD 290,000
i - Wang Makan 101,500
| - Usng Saku | Sl
- _Transportasi Lokal 1 72.500
26. SULAWESI BARAT | A20,000
- Uang Makan ' 113,000
Uang Saku 138,000
- Transaportasl Lokoal B0,000
[27. BULAWESI SELATAN 40,000
- Uang Makan 119,000
= 'I..I'a.uﬁ_ Saky 1346, 0
- Transportas: Lokal 85,000
28, SULAWESI TENGAH 290,000 |
- Uang Makan 1001, 500
- Uang Saku ! 116,000
= Trensportssi Lokal x5O0
'EE, BULAWESBI TENGGARA 300,000
- Uang Makan 105 OO
- Unng Saku 120,000
Transportas Lokal ¥ 2 KT
30, MALUKU 300,000
Uang Makan 165, GG
Lianig Sakiu 1200, 00
Transportas] Lokal T3, N




51. MALUKU UTARA z

240,000 |
. Ll.a_n_E Makan - i ]':“i.{:rl:l_q_
Uang Saku 136,000
= Transportas] Lokal 25 000
(32, PAPUA 460,000
- Uang Makan 161,000
Uang Saku 182 000
Tramspartaz Lakeal 115,080
33. PAPUA BARAT 280,000
- Uang Makan & 133,000 |
Uang Baky 182,000
Tranasportasi Lokal Q5

C. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH DAN

UANG REPRESENTASI [OH)

e PEJABAT ESELON II DALAM DAERAH| LUAR DAERAH
1 z 3 Y
1. |PEJABAT NEGARA (BUPATI, WAKIL BUFATI) 125000 250,000
2. |FEJABAT DAERAH (PIMPINAN DAN ANGGOTA DPFRO 1 100,000 200,000
3. |SEKRETARIS DAERAH 75.000 150,000
4. |[PIMPINAN TINGGI PRATAMA £5.000 125,000
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LAMPIRAN V
NOMOR

TANGGAL

TENTANG

FERATURAN BUFATI SINTANG
20 TAHUN 2021

3 Dt 2021
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGRUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

RABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN SATUAN BIAYA PAKET PERTEMUAN

NO. URAIAN

UANG HARIAN (OH)
_ SATUAN STANDAR BIAYA
- e i 3 i
I  SATUAN BIAYA PAKET
KEGIATAN RAPAT ATAU |
PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
1. Setingkat Kepala Daerah
- Pakel Halfday | Orang/Paket 337,000
- Paket Fullday | Orang/Paket 400,000
' - Paket Pullboard Orang,/ Paket 810,000
- Paket Residence | Orang/Paket 737,000
2. Setingkat Eselon [i
- Paket Halfday Orang/ Paket 250,000
- Paket Fullday |  Orang/Paket 331,000
- Paket Fullboard | Orang/Paket 664,000
| - Paket Residence Orang/ Paket 581,000
II |UANG HARIAN KEGIATAN
‘ RAPAT ATAU PERTEMUAN DI
| LUAR HANTOR
' - Haifday di dalam kola Crang/Hari 95,000
- Fullday di dalam kota I Orang/Harn 130,000
‘ - Fullboard di dalam kota i COrang/Hari 130,000
- Residence di dalam kota COrang/Han 130,000
'F \
*" EINTJ!HG.
C*

MWIHARHH
‘ -1_ [ o

—



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR . 10 TAHUN 2021

TANGGAL
TENTANG

a2 JBRIEMBEL. 0o

. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK

A, PERJALANAN DINAS EKE LUAR DAERAH DENGAN MENGGUNAEKAN
KENDARAAN DINAS JABATAN RODA EMPAT DAN KENDARAAN DINAS

OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG

RO VOLUME MESIN LITER EETERANGAN
1 2 3 4
L. 1300 - 1800 cc 100 - Apahila biaya Bahan Bakar
diberikan, maka biaya
2. = 1800 — 2000 ec 120 transport Sintang — Tempat
tujuan (FP) tidak dibayarkan.
> 2000 - 3660 cc 240 J
3. - Harga per liter disamakan
dengan standar harga
A, = 3660 ce 260 Pemerintah.

B. PERJALANAN DINAS KE DALAM DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN
KENDARAAN DINAS RODA EMPAT KENDARAAN DINAS JABATAN RODA
EMPAT DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG

NO TUJUAN LITER KETERANGAN |
1 2 3 L. =
1. | Sintang- Wilayah Kecamatan Ketungau Hulu 180 - ﬁpahﬂh a :f;

b
2. | Sintang - Wilayah Kecamatan Ketungau Tengah a0 df'b:f; . =
3, Sintang — Wilayah Kecamatan Ketungan Hilir i) biava transpor
- P 30 Sintang - Tempat
4. | Sintang - Wilayvah Kecamatan Binjai Hulu tujuan (PP tidak
5. | Sintang - Wilayah Kecamatan Kelam Permai 30 dibayarkan.
6. | Sintang- Wilayah Kecamatan Dedai 35 -H R e
7. | Sintang - Wilayah Kecamatan Kayan Hilir 80 diu.amaknndﬂr d?aﬁ_:
starn
8 | Sintang - Wilayah Kecamatan Kayan Hulu 120 E intah.
9, | Sintang — Wilayah Kecamatan Serawai 185

10. | Sintang - Wilayah Kecamatan Ambalau 200
11. | Sintang- Wilayah Kecamatan Sunga Tebelian 30
12, | Sintang - Wilayah Kecamatan Tempunak 40

I 13 | Sintang — Wilayah Kecamatan Sepauk J a0

C. PERJALANAN ...



C. PERJALANAN DINAS MENGGUNAKAN HENDARAN AIR (SPEEDBOAT)

NO TUJUAN /JENIS SPEEDBOAT LITER KETERANGAN
1 ] I 3 4
1. Sintang - Wilavah Kecamatan Ketungau Apabila biava
Hulu bahan bakar
Speed 115 740 diberikan, maka
Speed 40 370 biaga transport
2. | Sintang - Wilayah Kecamatan Ketungau Sintang — Tempat
Tengah 450 tujuan [PP| tidak
- Speed 115 170 dibavarlan.
-  Speed 40
3. | Sintang - Wilayah Kecamatan Ketu ngau Harga per liter
Hilir disamakan
- Speed 113 30U dengan  standar
-  Speed 40 120 harga Pemerintah,
T Simtang - Wilayah Kecamatan Ambalau
- Speed 115 740 Apabila
- Speed 40 370 perjalanan  dinas
5. | Sintang - Wilayah Kecamatan Serawai menggunakan
- Bpeed 115 aE0 speed boat atau
- Speed 40 230 Rendaraan sojenis
6. Sintang - Wilayah Kecamatan Dedai lainnyva malkia
- Speed 115 200 biava bahan
-  Speed 40 110 bakar disesuaikan
7. Sintang - Wilayah Kecamatan Kavan Hulu dengan tingkat
- Bpeed 115 F00 Kewajaran.
- Speed 40 150 .
8. Sintang - Wilayeh Kecamatan Kavan Hilir Selain Pejabat
- BSpeed 115 300 Negara, biaya
- Speed 40 120 bahan bakar
=N Sintang - Wilayah Kecamatan Tempunak minyak specd
- Speed 115 300 boat dapat
- Speed 40 110 diberikan apahila
10, sintang - Wilayah Kecamatan Sepauk jumlah pelaksana
- Opeed 115 350 perjalanen dinas
- Speed 40 150 VEIE

mengeunalkan

speed boat
miriimal 5 orang
untuk speed 115
FK dan minimal 3
arang untuk |

specd 40 PK




LAMPIRAN VIl : PERATURAN BUPAT] SINTANG

NOMOR - 1@ TAHUN 2021
TARGGAL P PO dedemger 2021

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAFATAN DAN BELANJA DAERAH
RABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN

2022

FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS :

<hQP SKPD

t‘%

SURAT PERINTAH TUGAS
MO .

Dasar fPertimbangam ...

Eepadda i 1. Mams
Pangkat /gol
NiP
Jabstan

2, Mama
Fangkat/ gol
MNIF
Jabatan =t P e L C O AR

Pl e casreeemeends R e B S e L e e e e i

Dhkeluarkan di c SINTANG
Padea tanggal :

Keterangan!

L. Dagar/pertimmbangan dapat berupa Surat Undangan {Pejabat Yang Berwenang),
atau Surat lain sepenis.

2. Apabila perjalanan dinas tidak berdasarken Undangan, maka
dasar| pertimbangan dapat diigt dengan  urgensi/ pentingnya
dilaksanakan perjalanat dinas.




LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPAT! SINTANG

NOMOR :1te TAHUN 2021

TANGGAL :© 96 Daestan 2021

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DI NABR DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS

<KOP SKPD=
_ e — T— — e ———
SUEAT PERJALANAN DINAS
1. | Pejabar vang me g ekan
2. | Dapar dac Maksud Peoalonan Dinas
{3 | PegRwai yang melnksanalean permlanan -I‘ll.l'l.-_l::ft-‘
| Pan di [
| Namadan NIP m"“'! g Jubatas Nomor SPD
A
b,
33
d,
B,
hi [
£ .
4 | Tem P an nas
5. | Lamanys Perjalanan Dhnas .
6. | Pembebanan Anggaran |
SEPD

T Tangssl Ber i
& | Tikadi : Berenghat Dari :
Tnnm] I e
Tanggal :
| Tk i Bera ngka'r“ﬂsn ;
Tanggal e :
Tanggal |
Q. | Hargs Tiba di Sintang pada Tanggal
1. | Keperampan Lain-Lan
12 | Telah dipenksa dengan Heicrangan bahwa perjelanan dinas tersebul atas perintahnmm dan semata-mats

untuk kepentingan dinas dalam wakiy yung sesinpghat-singhatnys

Dikeluasican di Sintang
F‘a.duTnnEg?! :

PEFABAT YANG BERWENANCG,

PANGEAT




LAMPIRAN [X

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: PERATURAN BUPATI SINTANG
‘{2 TAHUN 2021
I e T 1L 5 TS 2031

i STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI

LINGRKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS :

Disampaikan kepada
Oleh
Perihal

LAPORAN PERJALANAN DINAS

! Laporan Perjalanan Dinas Dalam Ra.ngk;

2 DPLE_FLR PERJALANAN DINAS

(Bensikan tentang daﬁar{ pertimbangan dilakukan perjalanan dinas, baik
betrupa a%aaan,ﬂ'urgnnsl dilakukan perjalanan dinas, surat undangan dan
surat perintah tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas).

. TUJUAN DAN WAKTU PERJALANAN DINAS

(Berisikan tentang tujuan dilaksanakannva perjalanan dinas serta jangka
waktu perialanan dinas).

. HASIL PERJALANAN DINAS

[Berisikan tentang uraian dari hasil perjalanan dinas, serta dilampirkan
bukti-bulkti pelengkap perjalanan dinas, seperti undangan, Sertifikat dan
lain-lain vang dianggap perlu).

. KEBIMPULAN DAN SARAN
[Berisikan tentang kesimpulan dan saran terkait dengan hasil perjalanan
dinas).

. PENUTUP
[Berisikan uraian penutup laporan).

Sintang, 20X

Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas/
Yang Membuat Laporan,




LAMPIRAN X : PERATURAN BUPAT] SINTANG
NOMOR i TAHUN 2021
TANGGAL : 20 Dwevign 2021
TENTANG | STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGEUNGAN FEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN

FPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
RABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS DALAM RANGEA BIMTEEK

HOP SHPD
Sintang, 202X
Kepads
Momor i B33 JUMUM/ 2028 rth. BUFATI SINTANG
Sifal | Begera UF. KEFALA BADAN KEPEGAWALAN
L-m-gplran [ - DAN PENGEMBANGAN SUMBER
Perihal ¢+ Permpghonan Mengikut Buntek DATA MANUASIA RABUPATEN
SINTANG
Cri—
SINTANG
Sehubungan dengan Surat Undangsn dari ..oocovvrericninnnns MOmGr & yoreviienien
Tanggal .......... Perthal Undangan Bimtelk..........o00. jundangan terlampir},

dikarendlean Lepatan tersebot sangat diperlikan dalam rangka menambah
pengetahuan dan ketrampilan PNS dalam menjslankan tugas pokok dan fungsi
SKPD, maka mohon persstujuan uniul mengilut kegiatan Bimtek dimalsud
untuk pegawa sebagal berikout

1. Mama
MR e e e
Pangkat/Gol, Ruang Y S e
Jabatan

2, Nama
Pangkat /ol Ruang p i R et e kel
Jabatan QS SRR e SECERest)

3. Drat,

Demikaganlah permohenan m disampaikan uniuk bahan selanjutnya,

Kepala SKFD......,




LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR  :1l¢ TAHUN 2021

TANGGAL : 28 Jefewéed 2021

TENTANG STANDARE BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGEUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT KWITANSI PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

KE DALAM DAERAH

Lunas Di:bﬂ.}'.,r

Fada - Tangeal G ... 202X,

Bendahsa Fongoluaran,

EWITANS] BIAYA PERJALANAN DINAS
Hode Relening | 4
Hudah Tertoia dari Pengguna Anggaran / Kaasa Fenpgmina Anggaran SKPD
Bamyvalrym Unng | e o
Untule Pembayarasn Blava Peralansn Cinas An
Berdasarkan
SPD Momor
Tanggal -
Usmiuk Pegalanan Dinas cari ; Smiang o gl L RTERIEERS
Ringian Perjalanan Dawsss Sebagai Beriblout il
NO. RINCIAN BIAYA '":':1:"':’" KETERANGAN
1. Uamg Penginapan . v Mim = Bp i*} Bizys B sesuss
2, | Uang Hanan : Lamperary V]
- Uang Makan v Hanx Bp ..
- Uang Salkeu . Heri ® Bp ..
- Transportasi iokal S - -1 i O o - P
4. | Vang Represenoas] —« Harm 2 Rp ...,
4. | Biaya Transportasi dari Sinteng ke PP
g, _ ﬂi.n.k! Baharn B:._L_:.n.r Mermvale Mabil Dines ... [¥
JUMLAH ] |
3 L 02K

Rp. I

Telah dipertkss ol=h
Pejabat Pelakssns Teknis Kegatan,
Wi it e}
HIP.

Telah Menerima Uang Sejumlah
K

Yang Menerima,

NIF,

Penggung Anggaran /Kuasa Pengonna Anggaran




LAMPIRAN Xl : PERATURAK BUPATI SINTANG
NOMOR S TAHUN 2021
TANGGAL : 20 osiesest 2021
TENTANG : STANDAR BIlAYA PERJALANAN DINAS D]
LINGEKUNGAN FPEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT KWITANSI PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

EE LUAR DAERAH
| Lunas Dibavar
Prda Tangpml ... 0 gl e
Bendahaya Fengelaarsn,
| R R PP RN b
NP
Bl BIAYA PERJAL DIKAS
Hode Belimnimg. e
Sudah Terima dan : Pengpuna Anggaren | Kuasa Pehgeana Anggaran SKPD
Banyaknyva Uang ] ]
Untik Pembavaran i Biays Penalanan Dinag 4n
Berdasarkan
ARLENAET |00 dedesinoooui s
Tanggal S
Untuk Perjalanan Dinas i dart: Sinng B i
Rincian Peralonan Dinas Sebagat Berilog
NO, RINCIAN BIAYA | g KETERANGAN
1, | Vang Pengimapan Matam x Bp .., {*i  Bisya BHEM sesuai
2. | Uang Harian | Lampsran ¥l
- Uang Makan ~ Hari 2 Rp..., (**} Biaya Bagas: apabila
- Uang Saku o Harix Bp mEnEninakan peEsawal
= Transportasd lxkal S 1 5 o - wdara
3. | Uang Repressatas vroi Harl % Bp [**¥|separnjang calnrn
4, | Bigya Taksi Bandara Pontianals (PP| mesa  pandsmi Corona |
5. | Biays Taksl Bandara ................ PPy Viruis Mg 10 |
6. | Biaya Transportasi darl Sintang ke ... FF
7. | Biaya Transportasi Pontanak ke ... PP |
B. | Bizya Bahan Bakar Mirvak Mobil Dinas .. (%
9. | Binya Bagasi Pegawat (PP, (==}
i0, | Biaya pemerksaan kesshatan Coromg Vieus Diseose
L |
JUMLAH
T Y 202N
RP, Telah Menerima Uang Sejumlah
Rp.
Telah diperkan al=b
Peiabat Pelaksans Telnis Kegiatan, Yang Menerima,
Ay R LRt il e s e, e e e
i ; NP

Mengarabhul) Segy Dibayar
Pergpung Anggaran /Kuasa PFengmira Anggason




LAMFIRAN XIIT : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 120 TAHUN 2021
TANGGAL p e T 2021
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS Dl
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
FENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
RABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT KWITANSI PEMBAYARAN DAN PERHITUNGAN BIAYA RAMPUNG
FERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

Lunas Dibamas
Pada Tanggal ;..o .l e o
Bendahara Pengeluaran,

KWITANS] PERHITUNGAN BIAYA RAMPUNG PERJALANAN DINAS

Kode Rekening
Eudah Terima dan

Pengeuna Anggaran . Kaasa Peneduna Ao ran SRPD
Banyaknys Llang | e - e

Unmik Pernbavaren Biava Perjalanan Dinas An,
Berdasarkan
SFD Nomor
Untuk Perjalanan Dinas i dart : Sintang B R R
Rincian Perialsnan Dinas Sebagal Berikut
NO, RINCIAN BIAYA RIIL ‘":::‘:"H EETERANGAN
1. Uang F"n.-n_gu'.npnn Mualarm x Rp ... "I Blaya BEM sesgai
2. | Uang Haran Lampiran V1
- Uang Makan e HEA % BP .11, [**1 Biaya Bagast apabila
- Uang Baku v HErr e Bep prengEunakan PesEwat
- Transporias: lokal .-HenxRp ... udara
3. | Uanp Reprasentasi . Hasrix Rp .. (= |s=pangmng dalam
4, | Biaye Taksl Bendara F-:mummil-: {FFi mass  panderm  Corong
o Biave Taksi Bandars ., S i Viris Disease 19
G. | Biya Trensportas dan Sint mng e, PP
T Biaya Tranaporasi Pontianak ke PR
B. | Bhaya Bahan Bakar Minyak Mokil Dimas . ()
9. | Biave Bagasl Pesawst (PP, %)
10, EJE.}'H ptm:rlktﬁai:n krsebminn Cororidr Virus Dessase
195, =) = S e ———=——
JUMLAH
PERHITUNGAN BPD RAMPUNG :
Ditetapkan sejumlah 2 B T
Yomgtelah diberrar semEa & BP iini i i  femn e e
Sisa kurang / lebih ! Rp.. "
B P e 202X
Rp. Telah Menerimma Uang Sejumlih
Fp.
Telah diperiless aleh ¥
Pejabat Pelakzans Teknls Keglaten, Yang Menerma,
e bR el Gl I s o e me o o s gt |
NP R

Mengetahu Setu Dibavar




LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR  12e TAHUN 2021

TANGGAL | go aBadgl. 2071

TENTANG . STANDAR BIAYA PERJALANAN . DINAS DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATERN

SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT KWITANSI PENGEMBALIAN BIATA PERJALANAN DINAS
HKELUAR DAERAH

KEWITANSI PENGEMBALIAN KELER BLAYA AN DIN
Eiwde Rekening ) . e g
Sudah Terime dari ¢ Yang Melaksanskon Penalanan Dimas
Banyaknya Uang N — ]
Untuk Pembayaran ¢ Binys Perjalanan Am.......... . Dalam Bangles ..o iioiennn
Berdasarkion
SPD Nomer
Untuk Pefjalinan Dines ! :lnnEI-lr'Lu.ng - L RS ST
Eritariziea tangmal ..o
Yang menerima,
Telah diperiksa obeh Beodahara Pengeluaran/ Bendahara
Pejabat Pelaksana Teknis Kogiatan, Pengeluaran Pembanty
R e i i PR P ISPy e B i
HIP. MNIP

Al ;
Periggrina Anpgaran | Koaga Pengnana Anggican,




LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR qto TAHUN 2021
TANGGAL : fp -Detégen, 2021
TENTANG - STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGEKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT KWITANSI PEMEAYARAN KEKURANGAN BIAYA PERJALANAN DINAS
KELUAR DAFRAH

Lunen Dubayar
Pods Tanggsl 1.......,....... 20035
Bendaharn Pengeluaran,

Koae Rekening o

Sudah Terme dar) Penggune Anggeren | Kuasa Pengguna Anggaran SEPD

Banvaknya Uang [ e

Untulk Pembeayaran Kekisrarigan Biava ... v+ unbulk Perjalanan Dinas An
Dralamy Bammen i i s

Berdasarkan
SFL Nomaor

Untuk Perialanan Dings gaEr | Sinkang T

Rp.

Telah diperiksa oleh Driberioma fAR gl - oo o e
Pefabat Polaksana Teknils Keglstan, Yang menerima,

AT T& 1

Penpguna Anggaran /Kuasa Pengrona Anggararn,




LAMPIRAN XWVI :

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR » 120 TAHUN 2021

TANGGAL : #o Odeengan 2021

TENTANG @ STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGEUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG ATAS BEBAN AMNGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA  DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN
20223

CONTOH KWITANSI BIAYA KONTRIBUSI UNTUK BIMTEK

hode Regenmg
Sudah Tetima dari
Banyaknys Usng

Lunes Dnbayar

Pada Tanggal ©...._. L2
Bendahara Pengeluaran,

! Pengruna Anggeran [ Kussa Pengpuss Anggaren SHPD
il

Untuk Pembayaran ¢ Biayn Kontribus: An ... Dalam Rangka Mengikut: Bimtei ...,
Ro s R DR R s e e
Rp.
Emr.n.ng. ..................... 203K
Telah dhperiksa oleh Yarg Menerima,

Pejabiak Pelaksana Teknis Kegiatan,

Mengetahl .
Pengpana Angraran /Huass Pengguna Anggarass,

Pangaet
wip




LAMPIRAN XVII
NOMOR

TANGGAL
TENTANG

: PERATURAN BUPATI SINTANG
Ve TAHUN 2021

D e hEwal 2021
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGEKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

RABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Ruang Lingkup

BABE [I. PELAKSANAAN

Uraisn tentang seluruh kegiatan vang telah dilaksanakan baik vang berkaitan
dengan hasil kerja maupun pembiavaannva (jika berkaitan dengan

PCILEEUNAAT ANEEATAEN).
BAB [1l. HAMEATAN

Hambatan-hambatan yang ditemui pada saat melaksanakan kegiatan,

BAB IV. UPAYA MENGATASI HAMBATAN
Upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan sebagaimana vang ditemui
dalam pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan dapat diupayakan seoptimal

mungkin,

BAB V. PEMBIAYAAN

Beésaran rencana dan realisasi pembiayvan kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

Kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

LAMPIRAN
-  Undangan
- Daftar Hadir
- Materi/ Notulen Rapat
-  Dokumentasi kegiatan
- dll

Sintang, 20XX

Penanggungiawab Kegiatan /PPTK,

NP




